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Parameter Kota Global

(1)

Tabel 4.14

Sasaran dan Strategi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Dimensi / Tujuan

(2)

bappeda

Prioritas Pembangunan
Tahun 2025

(5)

. Ekonomi yang Mapan
dan Terkoneksi Secara
Global

. Kapasitas Riset dan
Inovasi yang Baik dan
Menerus

. Ruang yang Nyaman
untuk Dihuni

. Lingkungan yang Bersih,
Nyaman, dan
Berkelanjutan

. Aksesibilitas yang
Terkoneksi Secara Intra
dan Inter Kota

. Menarik Wisatawan
untuk Berkunjung

Built Environment

Terwujudnya Regenerasi
Kota yang Berketahanan
dan Berkelanjutan

Sasaran Strategi
(3) (4)
1. Terbangunnya Infrastruktur 1.1  Optimalisasi kapasitas sistem penanganan
dan Layanan Dasar Perkotaan persampahan
yang Berkualitas 1.2 Peningkatan kualitas ruang terbuka hijau,
sarana prasarana dan tutupan hijau sesuai
dengan rencana induk ruang terbuka hijau
1.3  Evaluasi tata ruang dalam mencapai tertib
pertanahan
1.4  Peningkatan kualitas dan kuantitas
kawasan permukiman yang layak huni,
tertata rapi dan berkelanjutan
1.5 Peningkatan dan pemeliharaan perumahan
rakyat beserta sarana prasarananya
1.6  Penyediaan dan peningkatan akses
pelayanan air limbah
1.7  Penyediaan dan peningkatan akses
pelayanan air minum
2. Pemulihan Ekosistem Kota dan 2.1 Pembangunan yang berorientasi pada
Implementasi Pembangunan pembangunan hijau dan ramah disabilitas
Rendah Karbon 2.2  Pengintegrasian upaya pencegahan
pencemaran lingkungan melalui kebijakan
dan aturan
2.3  Penurunan beban pencemaran lingkungan
2.4  Peningkatan kualitas ruang terbuka hijau,
sarana prasarana dan tutupan hijau sesuai
dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau
2.5 Pengembangan sistem pengelolaan limbah
B3 yang terintegrasi
2.6  Peningkatan ketaatan pengelolaan

lingkungan yang dilaksanakan oleh kegiatan
usaha

Peningkatan Kualitas
Lingkungan dan Infrastruktur
Kota

dengan fokus utama, yaitu:

e Peningkatan Kualitas dan
Cakupan Transportasi
Publik

e Penanggulangan Banjir

¢ Perbaikan Kualitas
Lingkungan

e Penanganan Sampah

e Penerapan Energi Baru
Terbarukan

e Pemenuhan Air Bersih dan
Air Minum

e Ketahanan Bencana
e Peningkatan Kualitas Udara

e Peningkatan Akses Hunian
Layak
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Prioritas Pembangunan
Tahun 2025

(1) (2) (3) (4) (5)

2.7  Peningkatan keterlibatan dan peran serta
masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
hidup

2.8 Peningkatan konservasi dan rehabilitasi
ekosistem laut, pesisir dan pulau pulau kecil
serta peningkatan pemberdayaan
masyarakat

Parameter Kota Global Dimensi / Tujuan Sasaran Strategi

2.9 Pengembangan perikanan budidaya dan
tangkap

2.10 Peningkatan pengawasan, pengendalian dan
penegakan aturan hukum terkait
pemanfaatan sumberdaya kelautan dan
perikanan

2.11 Peningkatan pengolahan dan pemasaran
hasil perikanan

2.12 Pembangunan / Penataan / Penghijauan
Hutan

2.13 Inventarisasi dan tindak lanjut laporan
masyarakat sesuai dengan ketentuan
perundangan yang berlaku

2.14 Pemberian pendidikan, pelatihan dan
pemberdayaan tentang kehutanan untuk
meningkatkan kompetensi masyarakat dan
SDM Dinas

2.15 Inventarisasi dan koordinasi terkait
standarisasi pengelolaan DAS

2.16 Pengembangan penyediaan energi dan
ketenagalistrikan yang berkelanjutan

2.17 Peningkatan pemanfaatan energi dan
ketenagalistrikan secara aman, handal dan
berkelanjutan untuk mendukung
pembangunan kota
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Prioritas Pembangunan

Parameter Kota Global Dimensi / Tujuan Sasaran Strategi Tahun 2025
(1) (2) (3) (4) (5)
3. Meningkatnya Stabilitas dan 3.1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Ketahanan Kota 3.2  Program Pengelolaan dan Pengembangan

Sistem Drainase

3.3 Program Peningkatan Ketentraman dan
Ketertiban Umum

3.4 Program Penanggulangan Bencana

3.5 Program Pencegahan, Penanggulangan,
Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan
Non Kebakaran

3.6  Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

4. Tercapainya Perbaikan Pola 4.1 Pembangunan dan pemeliharaan
Aktivitas dan Mobilitas Melalui infrastruktur bina marga
Pengembangan Kota 4.2  Peningkatan kualitas penataan ruang
Berorientasi Transit 4.3  Peningkatan pelayanan angkutan umum

dan pemberlakuan pembatasan penggunaan
kendaraan pribadi

4.4  Peningkatan pelayanan terminal penumpang
angkutan perairan (Pelabuhan) dan
pengawasan badan usaha angkutan
perairan

4.5 Perumusan kebijakan dan memberikan
rekomendasi terkait penyelenggaraan

perkeretaapian
Economic 5. Peningkatan Kesempatan Kerja 5.1 Peningkatan daya saing tenaga kerja dan Akselerasi Pertumbuhan
Perekonomian Inklusif dan Adaptabilitas Tenaga Kerja penciptaan lapangan kerja Ekonomi
yang Berdaya Saing 5.2 Pemngkgtan pengawasan dan pemeriksaan dengan fokus utama, yaitu:
Disertai Penghidupan koperasi T f | Bk .
L]

Layak dan Pemerataan 5.3 Penguatan SDM pengelola dan pengawas ransiormast Likonomi

. . (Green Economy, Blue
Kesejahteraan koperasi

Economy, Gig Economy,

5.4 Pembinaan, pemberdayaan dan Digitalization)

pengembangan perindustrian, perdagangan
dan kewirausahaan, pelaksanaan
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Prioritas Pembangunan

Parameter Kota Global Dimensi / Tujuan Sasaran Strategi Tahun 2025
(1) (2) (3) (4) (5)
pembinaan, pemberdayaan dan e Peningkatan Daya Saing
pengembangan koperasi, usaha kecil dan Ekonomi
menengah e Peningkatan Investasi
6. Penguatan Daya Saing Kota 6.1  Pelaksanaan pengembangan iklim Daerah
Melalui Inovasi dan Kolaborasi penanaman modal e Peningkatan Daya Tarik
6.2  Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman Pariwisata Melalui Cultural
modal Interaction
6.3 Pengendalian pelaksanaan penanaman e Penciptaan dan Perluasan
modal Kesempatan Kerja

6.4  Perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi
budaya untuk memperkuat kebudayaan
yang inklusif

6.5 Penguatan kerja sama dalam rangka
pemanfaatan cagar budaya

6.6 Penguatan peran dan tata kelola
permuseuman

6.7 Peningkatan kapasitas kelembagaan dan
peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengembangan budaya literasi

6.8 Pendataan, pengolahan, preservasi,
pengalihmediaan, dan/atau akuisisi naskah
kuno

6.9 Penguatan kerja sama pemerintah daerah
dan badan usaha

6.10 Penguatan tata kelola inovasi daerah
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Prioritas Pembangunan

Parameter Kota Global Dimensi / Tujuan Sasaran Strategi Tahun 2025
(1) (2) (3) (4) (5)
7. Tumbuhnya Ekonomi dan 7.1  Peningkatan kualitas pengelolaan, pelayanan
Sektor Usaha Berbasis produk, dan daya tarik pariwisata

Pengalaman dan Nilai Tambah 7.2  Peningkatan pemasaran dan informasi
pariwisata secara sinergis, intensif, inovatif,
dan interaktif

7.3 Peningkatan kerja sama kelembagaan secara
profesional, efektif, efisien, produktif, serta
pemberdayaan, penguatan dukungan, dan
fasilitasi pelaku ekonomi kreatif

7.4  Pelibatan peran serta masyarakat, penerapan
sertifikasi usaha pariwisata, dan
pengembangan kompetensi SDM pariwisata
dan ekonomi kreatif

7.5  Peningkatan produksi pertanian,
peternakan,susu, daging, olahan hasil
pertanian peternakan dan pelayanan
kesehatan hewan serta pengembangan
pertanian perkotaan/urban farming

7.6  Peningkatan kualitas pelayanan publik di
bidang perdagangan melalui Online Single
Submission Risk Based Approached (OSS-RBA)

7.7 Pelaksanaan operasi pasar, pemantauan dan
pelaporan harga

7.8 Peningkatan ekspor dan pengendalian impor

7.9 Peningkatan pengawasan barang beredar,
jasa dan tertib niaga

7.10 Peningkatan efisiensi perdagangan dalam
negeri

7.11 Peningkatan produktivitas industri dan IKM
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Parameter Kota Global

(1)

Dimensi / Tujuan

(2)

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2025

Sasaran

(3)

Strategi

(4)

bappeda

Prioritas Pembangunan
Tahun 2025

(5)

8. Pengurangan Ketimpangan
Melalui Pemenuhan Kebutuhan
Dasar dan Jaminan
Perlindungan Sosial

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

Peningkatan kualitas dan profesionalitas
Sumber Daya Manusia penyelenggara
kesejahteraan sosial

Pemberian pelayanan rehabilitasi sosial
dasar sesuai dengan Standar Pelayanan
Minimal bagi Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Pemberian Layanan Perlindungan dan
Jaminan Sosial yang tepat sasaran kepada

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
(PPKS)

Penanganan bencana sesuai dengan Standar
Pelayanan Minimal bagi korban bencana
alam dan sosial

Peningkatan jumlah kecamatan yang tahan
pangan

Pengamanan ketersediaan pangan,
pengendalian akses, harga, promosi, dan
distribusi/ pemasaran

Peningkatan dan pengawasan mutu &
keamanan pangan, hasil pertanian,
perikanan dan peternakan

Peningkatan partisipasi masyarakat melalui
lembaga kemasyarakatan dalam
pengembangan kewirausahaan terpadu
(Jakpreneur)

Peningkatan Kesejahteraan
Masyarakat

dengan fokus utama, yaitu:

e Peningkatan Partisipasi
Pendidikan Tinggi

e Percepatan Penuntasan dan
Pencegahan Stunting

e Peningkatan Upaya
Penanggulangan
Kemiskinan

e Optimalisasi Cakupan
Jaminan Kesehatan dan
Jaminan Sosial

e Peningkatan Kualitas
Layanan Pendidikan

e Penguatan Ketahanan
Pangan
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Prioritas Pembangunan

Parameter Kota Global Dimensi / Tujuan Sasaran Strategi Tahun 2025
(1) (2) (3) (4) (5)
Human 9. Meratanya Kesempatan 9.1 Peningkatan pemerataan akses layanan
Pembangunan Manusia Pendidikan Untuk Semua pendidikan di semua jenjang
Madani yang disertai Edukasi Pembelajaran
Berkesetaraan Sepanjang Hayat
10.Meningkatnya Kualitas dan 10.1 Implementasi transformasi pelayanan
Harapan Hidup Melalui kesehatan yang adaptif dan terintegrasi

Perbaikan Kesehatan Perkotaan |10.2 Pemenuhan dan pengembangan kompetensi
sumber daya manusia kesehatan dan
optimalisasi implementasi hospitality

10.3 Pemenuhan dan peningkatan kualitas produk
sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta
pengawasan keamanan makanan dan
minuman

10.4 Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan
pengendalian kuantitas penduduk

10.5 Penyediaan dukungan sarana, prasarana,
dan tenaga pelayanan keluarga berencana
yang berkualitas dan memadai

10.6 Penguatan pemberdayaan dan peningkatan
pengetahuan masyarakat

10.7 Peningkatan kapasitas daya saing
kepemudaan

10.8 Peningkatan daya saing olahraga

10.9 Pembentukan anggota pramuka yang berjiwa
patriotik, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur
bangsa dan memiliki kecakapan hidup
melalui peningkatan sumber daya manusia
dan pengembangan organisasi kepramukaan

11.Menurunnya Kesenjangan 11.1 Peningkatan kesetaraan gender dan
Melalui Pembangunan pemberdayaan perempuan
Responsif Gender 11.2 Peningkatan perlindungan perempuan,
termasuk TPPO
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Parameter Kota Global

(1)

Dimensi / Tujuan

(2)

Sasaran

(3)

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2025

Strategi

(4)

bappeda

Prioritas Pembangunan
Tahun 2025

(5)

Peningkatan kualitas keluarga dalam
mewujudkan kesetaraan gender dan hak
anak

Peningkatan pengelolaan sistem data gender
dan anak yang berkualitas, mutakhir dan
terpadu

Peningkatan advokasi dan koordinasi tentang
pemenuhan hak anak pada lembaga/
organisasi/ kelompok/ stakeholder
Peningkatan advokasi dan koordinasi tentang
perlindungan bagi kelompok Anak yang
Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)

Governance

Transformasi Pelayanan
Publik dan Manajemen
Pemerintahan Berintegritas

12.Menguatnya Nilai-Nilai
Demokrasi, Kebangsaan, dan
Kebhinekaan Masyarakat

12.1

12.2
12.3
12.4
12.5

12.6

Peningkatan kualitas layanan kepada anggota
dewan untuk mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi DPRD

Penguatan ideologi pancasila
Peningkatan kesadaran politik dan demokrasi
Peningkatan pemberdayaan ormas

Pengembangan ketahanan ekonomi, sosial,
budaya, dan agama

Peningkatan pemahaman masyarakat terkait
pencegahan dan penanganan konflik sosial di
masyarakat

13.Peningkatan Kualitas,
Aksesibilitas, dan Kemudahan
Layanan Masyarakat

13.1

13.2

13.3

Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen
pendaftaran penduduk peningkatan cakupan
kepemilikan dokumen pencatatan sipil
Peningkatan kualitas pelayanan adminduk
dan penyajian profil kependudukan

Pelaksanaan program pengelolaan kecamatan

14.Terakselerasinya Transformasi
Digital dan Pengembangan
Ekosistem Kota Cerdas

14.1

Peningkatan kualitas pengelolaan dan
layanan informasi dan komunikasi publik

Tata Kelola Pemerintahan yang
Adaptif
dengan fokus utama, yaitu:
e Transformasi dan
Digitalisasi
e Peningkatan Kualitas,

Aksesibilitas, dan
Kemudahan Layanan Publik
e Penggunaan TIK dalam

Mendorong Jakarta menjadi
Kota Kreatif

e Penciptaan Iklim Riset dan
Inovasi yang Berkualitas

IV-90




bappeda

. @ PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2025 .

Prioritas Pembangunan
Tahun 2025

(1) (2) (3) (4) (5)

14.2 Peningkatan kualitas layanan teknologi
informasi dan komunikasi

Parameter Kota Global Dimensi / Tujuan Sasaran Strategi

14.3 Peningkatan penggunaan data dalam proses
perencanaan pembangunan di daerah

14.4 Peningkatan manajemen keamanan informasi

15.Tercapainya Perbaikan 15.1 Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah
Manajemen dan Arsitektur daerah
Kinerja Pemerintah 15.2 Peningkatan kualitas dan efektivitas penataan
Peraturan Perundang-Undangan dan advokasi
hukum

15.3 Persentase pelaksanaan kebijakan sesuai
dengan peraturan

15.4 Percepatan penyelesaian rekomendasi
temuan hasil pengawasan APIP dan
penyelesaian hasil pemeriksaan eksternal
(BPK RI)

15.5 Peningkatan kebijakan, pendampingan dan
asistensi dalam mewujudkan kapabilitas

APIP Iv 4
16.Terkelolanya Keuangan Daerah |16.1 Pengembangan sistem informasi serta
Yang Sehat, Transparan dan perbaikan standar pelayanan pengadaan
Akuntabel barang/jasa

16.2 Peningkatan akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah

16.3 Peningkatan penyusunan dan pengelolaan
standar harga satuan barang milik daerah

16.4 Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan
retribusi daerah

17.Tercapainya Pengembangan 17.1 Peningkatan kualitas sistem manajemen ASN
Kapasitas, Profesionalitas, dan | 17.2 Peningkatan pengembangan Sumber Daya
Iklim Kerja Aparatur Manusia

Sumber: RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 (diolah)

Iv-91




@ PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2025

bappeda

Tabel 5.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Program Prioritas Tahun 2025

Urusan/Bidang q q q Penetapan Pergeseran II Perubahan
Tujuan/ Urusan 0L SUTR .S U 05 DL ) APBD Tahun 2025 APBD Tahun 2025 RKPD Tahun 2025
Sasaran Pemerintahan Target Target Target
Daerah/ Program Indikator satuan Kinegrja Anggaran Kinegrja Anggaran Kinegrja Anggaran Anggaran
1) () @) (4) () (6) (7) 8) () (19) (1) (12) (13) (14) (15)
Terwujudnya Regenerasi Kota yang Indeks Kota Layak
1. Berketahanan dan Berkelanjutan Huni ) o 71 71 71
Pemenuhan
11 Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar v DrEer % 69,84 77.25 77,25 77,25
Perkotaan yang Berkualitas
Perkotaan
Urusan Wajib yang
1 Berkaitan dengan
Pelayanan Dasar
Urusan Pemerintahan
1.03 Bidang Pekerjaan
! Umum dan Penataan
Ruang
Penyediaan dan Program Pengelolaan |Jumlah kapasitas
Peningkatan 1) (3 3 [dan Pengembangan |pengolahan air liter/ | 54085 25.496.962.460 24285 38.405.891.243 24285 38.405.891.243 24285 38.686.522.815 Dinas SDA
akses pelayanan Sistem Penyediaan Air |minum yang detik
air minum Minum beroperasi
Penyediaan dan
Peningkatan Program Pengelolaan Jumlah debit air
1.03.05 |dan Pengembangan . m3/hari 2800 747.742.342.014 2800 700.628.067.610 2800 700.628.067.610 2800 662.036.622.229 Dinas SDA
akses pelayanan X 1 limbah yang terolah
o Sistem Air Limbah
air limbah
Urusan Pemerintahan
Bidang Perumahan
1.04
dan Kawasan
Permukiman
Terbangunnya Program % Unit Hunian
Unit Hunian 1.04.02 |Pengembangan Layak yang % 1,35 418.683.085.253 1,35 669.265.211.493 1,35 547.692.430.633 1,35 550.555.260.473 Dinas PRKP
Layak Perumahan Terbangun
Memp gkatnya % Penataan dan
Kualitas )
Peningkatan
Kawasan .
. Kualitas Kawasan
Permukiman Program Kawasan Permukiman
Kumuh dengan [1.04.03 gram % 84,04 36.495.567.748 84,04 7.851.552.493 84,04 4.556.932.723 84,04 3.658.714.965 Dinas PRKP
. Permukiman Kumuh dengan
Luas di Bawah .
Luas di Bawah 10
10 (sepuluh) Ha
yang (sepuluh) Ha yang
Terselenggara Terselenggara
Meningkatnya g;gggﬁ;iegiii?an % PSU Kawasan
PSU Kawasan 1.04.05 I Permukiman yang % 12,38 397.227.034.344 12,38 417.061.559.225 12,38 416.319.141.291 12,38 398.690.976.606 Dinas PRKP
. dan Utilitas Umum s
Permukiman (PSU) ditingkatkan
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Urusan/Bidan s q q Penetapan Pergeseran II Perubahan
Tujuan/ Urusan = Indikator Kinerja RKPD Tahun 2025 APBED Tahun 2025 APED Tahun 2025 RKPD Tahun 2025
Sasaran Pemerintahan
Daerah/ Program Indikator satuan I'giar:eg:ita Anggaran I'giar:eg:ita Anggaran I'{riar:eg:ita Anggaran Anggaran
1) @) @) *) () (6) (7) @®) () (19) (11 (12) (13) (14) (15)
Urusan Wajib Yang
Tidak Berkaitan
2 dengan Pelayanan
Dasar Terkait
Pelayanan Dasar
210 Urusan Pemerintahan
i Bidang Pertanahan
Meningkatnya
bidang tanah
milik Persentase bidang
masyarakat tanah milik
yang masyarakat yang
terinventarisasi terinventarisasi dan
dan terfasilitasi terfasilitasi dalam
dalam rangka |, ;4 ) |Program rangka perencanaan| 20 1.574.100.000 20 1.565.359.343 20 1.451.083.503 20 1.262.983.503 Dinas CKTRP
perencanaan Penatagunaan Tanah |penggunaan tanah
penggunaan untuk mendukung
tanah untuk peningkatan
mendukung sertifikasi di
peningkatan kawasan
sertifikasi di pemukiman
kawasan
permukiman
Urusan Pemerintahan
2.11 Bidang Lingkungan
Hidup
Peningkatan
kapasitas sistem |, pan| 3009 3209 3209 3209
. penanganan
Meningkatnya Program Pengelolaan |persampahan
Pengelolaan 2.11.11 h h 2.173.200.533.691 2.414.214.683.171 2.380.554.905.016 2.408.436.746.322 DLH
Persampahan Persampahan Persentase rumal
tangga yang % 11 11 11 11
melakukan
pemilahan
Persentase
Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Perjalanan
1.2 |Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Penduduk Persen 21,87 23,01 23,01 23,01

Berorientasi Transit

Menggunakan Moda
Transportasi Publik

Urusan Wajib yang

1 Berkaitan dengan
Pelayanan Dasar
Urusan Pemerintahan

1.03 Bidang Pekerjaan

Umum dan Penataan

Ruang
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Urusan/Bidang s q q Penetapan Pergeseran II Perubahan
Tujuan/ Urusan Indikator Kinerja RKPD Tahun 2025 APBED Tahun 2025 APED Tahun 2025 RKPD Tahun 2025
Sasaran Pemerintahan Target Target Target
Daerah/ Program Indikator satuan Kinegrja Anggaran Kinegrja Anggaran Kinegrja Anggaran Anggaran
1) @) (©) *) () (6) (7) ©) () (19) (11 (12) (13) (14) (15)
Indeks
Kepuasan Indeks Kepuasan
Masyarakat Program Masyarakat
terhadap 1.03.10 |Penyelenggaraan terhadap Pelayanan | Indeks 4 2.425.973.105.278 4 2.866.743.834.960 4 2.672.864.966.149 4 2.666.483.032.392 DBM
Pelayanan Jalan Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Jalan
Jalan
Meningkatnya Indeks Kepuasan
Penyelenggaraan Masyarakat
Jalan Lingkup Program terhadap Pelayanan Kab. Adm.
Kabupaten 1.03.10 |Penyelenggaraan Penyelenggaraan Indeks 4 6.644.342.060 4 3.566.043.954 4 3.566.043.954 4 3.743.860.412 Kep. Seribu -
p y g8 y g8 p
Administrasi Jalan Jalan Lingkup Kep. Seribu
Kepulauan Kabupaten
Seribu Administrasi
Indeks Indeks Kepuasan
Kepuasan
Pelayanan Program Pelayanan
. . |1.03.11 |Pengembangan Jasa [laboratorium di Indeks 4 611.743.888 4 1.047.848.775 4 1.047.848.775 4 1.047.848.775 DBM
laboratorium di . . .
. X Konstruksi bidang Ke Bina
bidang Ke Bina
Margaan
Margaan
Persentase
kesesuaian
panduan rancang
kota sistem pusat
0,
Meningkatnya pelayanan dengan %o 92 92 92 92
pedoman
pelaksanaan
pengembangan
penyelenggaraan Program kawasan
penataan ruang [1.03.12 |Penyelenggaraan berorientasi transit 124.059.600.356 115.063.234.693 102.165.807.319 102.165.807.319 Dinas CKTRP
pada kawasan Penataan Ruang
b . R Persentase
erorientasi 1
transit pelanggaran
penyelenggaraan
ruang dan % 97,5 97,5 97,5 97,5
bangunan yang
terselesaikan tepat
waktu
Urusan Wajib Yang
Tidak Berkaitan
2 dengan Pelayanan
Dasar Terkait
Pelayanan Dasar
215 Urusan Pemerintahan
) Bidang Perhubungan
Terlaksananya Program Jumlah penumpan Penump
program 2.15.02 g p pang ang per | 4150860 | 5.528.905.071.004 | 4150860 | 6.046.893.062.692 | 4150860 | 6.097.919.743.368 | 4150860 6.825.342.073.423 Dishub
penyelenggaraan Penyelenggaraan Lalu |angkutan umum bhari
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Urusan/Bidang s q q Penetapan Pergeseran II Perubahan
Tujuan/ Urusan Indikator Kinerja RKPD Tahun 2025 APBED Tahun 2025 APED Tahun 2025 RKPD Tahun 2025
Sasaran Pemerintahan Target Target Target
Daerah/ Program Indikator satuan Kineria Anggaran Kineria Anggaran Kineria Anggaran Anggaran
1) @) (©) *) () (6) (7) ©) () (19) (11 (12) (13) (14) (15)
Lalu Lintas dan Lintas dan Angkutan |yang terlayani per
Angkutan Jalan Jalan (LLAJ) hari
(LLAJ) Indeks fatalitas
kecelakaan Indeks | 1,37 1,37 1,37 1,37
angkutan umum
per tahun

Kecepatan rata-rata
di ruas jalan yang
dikenakan
kebijakan km/jam 28 28 28 28
pembatasan lalu
lintas pada jam

sibuk
Jumlah terminal
penumpang
angkutan perairan |Pelabuh 9 9 9 9
(pelabuhan) yang an
memenuhi Standar
Terlaksananya Pel Pri
elayanan Prima
program 2.15.03 [Program Pengelolaan 50 0 dan 194.972.475.842 194.972.469.411 194.965.732.634 193.863.935.668 Dishub
pengelolaan Pelayaran
pelayaran usaha angkutan
perairan yang
sesuai dengan % 60,95 60,95 60,95 60,95
peraturan
perundang-
undangan
Jumlah
Terlaksananya rekomendasi
program 2.15.05 |Program Pengelolaan |kebijakan Rekome 2 2.283.631.600 2 4.292.551.050 2 4.292.551.050 2 4.289.867.050 Dishub
pengelolaan Perkeretaapian penyelenggaraan ndasi
perkeretaapian perkeretaapian
provinsi
i?gzﬁi f;i‘lhg"izup Indeks | 55,93 56,4 56,4 56,4
Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan
1.3 Implementasi Pembangunan Rendah Karbon DG
Penurunan Emisi Persen 20,5 25,9 25,9 25,9
Gas Rumah Kaca
Urusan Wajib yang
1 Berkaitan dengan
Pelayanan Dasar
Urusan Pemerintahan
1.03 Bidang Pekerjaan
! Umum dan Penataan
Ruang
Meningkatnya | 3 og [Program Penataan = |Persentase % 100 890.575.127.345 100 537.424.853.239 100 482.342.493.312 100 593.919.695.658 | Dinas CKTRP
pelaksanaan Bangunan Gedung penyelenggaraan
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Urusan/Bidan s q q Penetapan Pergeseran II Perubahan
Tujuan/ Urusan = Indikator Kinerja RKPD Tahun 2025 APBED Tahun 2025 APED Tahun 2025 RKPD Tahun 2025
Sasaran Pemerintahan
Daerah/ Program Indikator satuan I'giar:eg:ita Anggaran I'giar:eg:ita Anggaran I'{riar:eg:ita Anggaran Anggaran
1) @) (©) *) () (6) (7) ©) () (19) (11 (12) (13) (14) (15)
penyelenggaraan bangunan gedung
bangunan yang memenuhi
gedung pemda standar teknis
yang memenuhi keselamatan
standar teknis bangunan
keselamatan
bangunan
Urusan Wajib Yang
Tidak Berkaitan
2 dengan Pelayanan
Dasar Terkait
Pelayanan Dasar
Urusan Pemerintahan
2.11 Bidang Lingkungan
Hidup
Persentase
dokumen pelaporan
Terlaksananya pengelolaan
Perencanaan |, |, g, |Program Perencanaan |lingkungan hidup % 100 1.835.277.900 100 3.122.749.500 100 3.120.474.500 100 3.219.818.500 DLH
Lingkungan Lingkungan Hidup yang disampaikan
Hidup ke Pemerintah
Pusat dengan tepat
waktu
Meningkatnya
Pengendalian Program Pengendalian |Persentase
Pencemaran Pencemaran dan/atau |parameter yang
dan/atau 2.11.03 . % 77 70.273.529.596 77 71.748.641.032 77 67.915.631.402 77 67.498.969.317 DLH
Kerusakan memenuhi baku
Kerusakan Lingkungan Hidup mutu
Lingkungan
Hidup
Persentase Jumlah
Terselenggarany Ruang Terbuka
a Pengelolaan Program Pengelolaan |Hijau yang Dikelola
Keanekaragama |2.11.04 [Keanekaragaman sesuai dengan % 100 1.099.306.502.383 100 1.095.490.933.739 100 1.088.023.308.338 100 1.136.131.732.051 Distamhut
n Hayati Hayati (Kehati) Rencana Induk
(KEHATI) Ruang Terbuka
Hijau
Terkelolanya
Keanekaragama
n Hayati Persentase Ruang
(KEHATI) Program Pengelolaan |Terbuka Hijau yang Kab. Adm.
Lingkup 2.11.04 |Keanekaragaman Dikelola Lingkup % 100 26.699.939.220 100 25.606.145.945 100 25.606.145.945 100 25.749.958.583 Kep. Seribu -
Kabupaten Hayati (Kehati) Kabupaten Kep. Seribu
Administrasi Administrasi
Kepulauan
Seribu
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Urusan/Bidang s q q Penetapan Pergeseran II Perubahan
Tujuan/ Urusan Indikator Kinerja RKPD Tahun 2025 APBED Tahun 2025 APED Tahun 2025 RKPD Tahun 2025
Sasaran Pemerintahan Target Target Target
Daerah/ Program Indikator satuan Kinegrja Anggaran Kinegrja Anggaran Kinegrja Anggaran Anggaran
1) @) (©) *) () (6) (7) ©) () (19) (11 (12) (13) (14) (15)
Terlaksananya
Pengendalian Program Pengendalian
Bahan Bahan Berbahaya d
Berbahaya dan B:r;;:n e(]];’sa)\ d?r? 81 | yumlah Limbah B3
Beracun (B3) 2.11.05 |;. Rumah Tangga yang| ton 72 4.070.091.680 72 4.530.968.830 72 3.684.567.176 72 3.684.567.176 DLH
. Limbah Bahan .
dan Limbah dikelola
Berbahaya dan Berbahaya dan
Beracun (Limbah B3)
Beracun
(Limbah B3)
Terlaksananya
Pembinaan dan Program Pembinaan |Persentase ketaatan
Pengawasan dan Pengawasan penanggung jawab
Terhadap Izin Terhadap Izin usaha dan/atau
Lingkungan dan |, |, ¢ |Lingkungan dan Izin |kegiatan terhadap % 15 6.237.843.758 15 6.224.840.976 15 6.109.250.775 15 6.059.800.956 DLH
Izin Perlindungan dan izin lingkungan
Perlindungan Pengelolaan yang diterbitkan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh pemerintah
Lingkungan (PPLH) daerah
Hidup (PPLH)
Tercapainya
Penlr}gI'{atan Program Peningkatan Jumlah part151pan'
Pendidikan, 1 . yang berperan aktif
Pelatihan dan Pendidikan, Pelatihan dalam perlindungan
2.11.08 |dan Penyuluhan p g Lokasi 54 12.125.838.226 54 15.393.914.669 54 15.132.523.019 54 15.132.523.019 DLH
Penyuluhan N - dan pengelolaan
X Lingkungan Hidup . R
Lingkungan untuk Masvarakat lingkungan hidup
Hidup Untuk Y tingkat nasional
Masyarakat
Persentase
Persentase envelesaian
Pengaduan Program Penanganan peni neanan
Masyarakat 2.11.10 |Pengaduan pen ac%uan % 100 565.102.847 100 521.843.685 100 476.294.949 100 439.530.756 DLH
yang Lingkungan Hidup peng .
o s masyarakat sesuai
ditindaklanjuti
ketentuan
3 Urusan Pilihan
Urusan Pemerintahan
3.25 Bidang Kelautan dan
Perikanan
Bertambahnya
luas ekosistem Persentase Kawasan
pesisir dan laut Pemanfaatan Ruang
yang Program Pengelolaan |Perairan Pesisir
dikonservasi 3.25.02 |Kelautan, Pesisir dan |yang sesuai dengan % 18,52 6.245.947.595 18,52 6.242.280.819 18,52 5.692.466.897 18,52 5.692.466.897 Dinas KPKP
dan Pulau-Pulau Kecil Dokumen
direhabilitasi Perencanaan Ruang
serta Laut
tercapainya
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Urusan/Bidang s q q Penetapan Pergeseran II Perubahan
Tujuan/ Urusan Indikator Kinerja RKPD Tahun 2025 APBED Tahun 2025 APED Tahun 2025 RKPD Tahun 2025
Sasaran Pemerintahan Target Target Target
Daerah/ Program Indikator satuan Kinegrja Anggaran Kinegrja Anggaran Kinegrja Anggaran Anggaran
1) @) (©) *) () (6) (7) ©) () (19) (11 (12) (13) (14) (15)
masyarakat
peduli ekosistem
pesisir dan laut
Meningkatnya
Jumlah Program Pengelolaan |Jumlah Produksi
Produksi 3.25.03 & g . Ton 181352 13.840.747.416 181352 30.792.003.005 181352 30.280.008.378 181352 30.385.555.665 Dinas KPKP
) Perikanan Tangkap Perikanan Tangkap
Perikanan
Tangkap
Meningkatnya
Jumlah P Pengelol Jumlah produksi
Produksi 3.25.04 | rogram Fengeioman jJumian produxst ton 4983 12.147.653.460 4983 12.116.404.446 4983 11.547.844.650 4983 11.853.873.455 Dinas KPKP
) Perikanan Budidaya |perikanan budidaya
Perikanan
Budidaya
Meningkatnya
tingkat Program Pengawasan |Persentase
kepatuhan pada Sumber Daya kepatuhan pelaku
pengguna 3.25.05 ¥ p p % 75 1.604.733.500 75 1.604.671.035 75 1.074.251.309 75 1.074.251.309 Dinas KPKP
Kelautan dan usaha kelautan dan
sumber daya . .
Perikanan perikanan
kelautan dan
perikanan
Tercapainya Jumlah produksi
Produk dan pemasaran
. Ti 4839 4839 4839 4839
Pengolahan dan Program Pengolahan |produk olahan hasil on 2 2 2 2
Pemasaran Hasil|3.25.06 |dan Pemasaran Hasil |perikanan 11.043.385.520 11.004.683.259 10.852.953.982 10.852.953.982 Dinas KPKP
Perikanan serta Perikanan Ancka k . Kg/
Angka AngKa KONSUmS! | wapita/ | 48,61 48,61 48,61 48,61
. ikan
Konsumsi Ikan Tahun
3.28 Urusan Pemerintahan
i Bidang Kehutanan
Terselenggarany Program Pengelolaan |Persentase luas
a Pengelolaan  |3.28.03 & g . % 100 40.579.615.330 100 43.284.231.559 100 43.206.772.306 100 45.011.045.890 Distamhut
Hutan Hutan hutan yang dikelola
Terselenggaran; Jumlah DAS di
a Pen elgigaan y Program Pengelolaan |Provinsi DKI
D gh Ali 3.28.06 |Daerah Aliran Sungai |Jakarta yang telah Lokasi 3 400.345.982 3 400.345.978 3 366.275.578 3 366.275.578 Distamhut
acrafi Asran (DAS) dikelola sesuai
Sungai (DAS)
standar
Urusan Pemerintahan
3.29 Bidang Energi dan
Sumber Daya Mineral
Tercapainya Jumlah
Pengurangan engurangan emisi
Emisi sebagai Program Pengelolaan pengurang .
. 3.29.05 . sebagai dampak Ton CO2 1400 23.029.079.366 1400 27.780.519.751 1400 25.598.972.551 1400 25.598.972.551 Dinas TKTE
Dampak dari Energi Terbarukan dari
ari pembangunan
Pembangunan PLTS
PLTS
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Urusan/Bidang s q q Penetapan Pergeseran II Perubahan
Tujuan/ Urusan Indikator Kinerja RKPD Tahun 2025 APBED Tahun 2025 APED Tahun 2025 RKPD Tahun 2025
Sasaran Pemerintahan Target Target Target
Daerah/ Program Indikator satuan Kinegrja Anggaran Kinegrja Anggaran Kinegrja Anggaran Anggaran
1) @) (©) *) ) (6) (7) ©) () (19) (11 (12) (13) (14) (15)
Rasio elektrlﬁkgm di % 100 100 100 100
Kepulauan Seribu
Persentase
Pembangunan % 30 30 30 30
Stasiun Pengisian
. Kendaraan Listrik
Meningkatnya
Presentase
Akses dan Program Pengelolaan i
Infrastruktur ~ |3.29.06 & e pembangkit dan 20.596.208.207 22.699.728.101 21.954.137.701 22.365.193.885 Dinas TKTE
. Ketenagalistrikan instalasi
Ketenagalistrika .
n ketenagalistrikan
yang izinnya o
dikeluarkan oleh % 107 107 107 107
Pemprov DKI
Jakarta yang
memiliki Sertifikat
Laik Operasi
. - Indeks Risiko
1.4 |Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota Bencana Skor 59,16 59,16 59,16 59,16
Urusan Wajib yang
1 Berkaitan dengan
Pelayanan Dasar
Urusan Pemerintahan
1.03 Bidang Pekerjaan
! Umum dan Penataan
Ruang
Peningkatan
kapasitas m3 1683600 1683600 1683600 1683600
tampungan air
Pengurangan Persentase luas
dampak banjir kawasan/sistem % 10.87 10.87 10.87 10.87
melalui polder yang ’ ’ ’ ’
. tert .
E;;lmfrlfa;in Program Pengelolaan Per angtam Pantai di
pungan, 1.03.02 [Sumber Daya Air ersentase rantat ci 2.831.877.462.084 3.270.499.161.977 3.212.515.492.904 3.433.953.777.233 | Dinas SDA
penataan Kepulauan Seribu o
. . (SDA) . % 65 65 65 65
kali/sungai yang bebas dari
serta abrasi
pembangunan. Persentase
tanggul pantai pembangunan
tanggul kritis di % 93 93 93 93
muara kali dan
pantai Jakarta
Pengurangan Presentase
genangan Program Pengelolaan enaneanan
melalui 1.03.06 |dan Pengembangan P g % 88 88 1.032.723.349.554 88 1.032.570.656.178 88 1.051.357.073.306 Dinas SDA
) X : genangan yang 951.523.595.557
peningkatan Sistem Drainase

kapasitas dan

kurang dari 2 jam
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Urusan/Bidang s q q Penetapan Pergeseran II Perubahan
Tujuan/ Urusan Indikator Kinerja RKPD Tahun 2025 APBED Tahun 2025 APED Tahun 2025 RKPD Tahun 2025
Sasaran Pemerintahan Target Target Target
Daerah/ Program Indikator satuan Kinegrja Anggaran Kinegrja Anggaran Kinegrja Anggaran Anggaran
1) @) (©) *) () (6) (7) ©) () (19) (11 (12) (13) (14) (15)
pembangunan
saluran
drainase
Urusan Pemerintahan
Bidang Ketenteraman
1.05 dan Ketertiban Umum
Serta Perlindungan
Masyarakat
Meningkatnya Persentage
Penyelesaian
ketenteraman .
dan ketertiban Program Peningkatan |Pelanggaran
umum di 1.05.02 |Ketenteraman dan Perda/Perkada % 95 290.024.932.051 95 236.873.899.362 95 232.382.160.844 95 289.513.701.940 Satpol PP
o Ketertiban Umum terkait
Provinsi DKI
Jakarta Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Persentase
masyarakat dan
aparatur yang
dilatih dalam % 1 1 1 1
penyelenggaraan
Mengurangi Penanggulangan
risiko bencana Bencana
dengan Program Persentase
d 1.05.03 |Penanggulangan . 56.664.241.437 150.100.573.164 150.121.304.441 136.836.747.861 BPBD
meningkatkan pendampingan yang
- . Bencana . % 100 100 100 100
kesiapsiagaan dilaksanakan pada
dan kolaborasi pasca bencana
Persentase
pengungsi terlayani
kebutuhan % 100 100 100 100
dasarnya dalam
waktu 1 kali 24 jam
Meningkatnya Program Pencegahan, |Persentase
keberhasilan Penanggulangan, Pencegahan,
pencegahan, Penyelamatan Pemadaman o Dinas
pemadaman 1.05.04 Kebakaran dan Kebakaran dan %o 62 290.098.669.996 62 503.882.350.755 62 499.361.107.806 62 514.738.330.228 Gulkarmat
kebakaran dan Penyelamatan Non Penyelamatan
penyelamatan Kebakaran Berhasil
3 Urusan Pilihan
Urusan Pemerintahan
3.29 Bidang Energi dan
Sumber Daya Mineral
Pengawasan dan
Persentase
pemantauan Program Pengelolaan |pemantauan
pemanfaatan air |3.29.02 . . % 100 37.599.983.984 100 37.599.968.442 100 32.330.000.214 100 32.330.000.214 Dinas SDA
Aspek Kegeologian pemanfaatan air
tanah dalam
tanah
upaya
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Urusan/Bidang s q q Penetapan Pergeseran II Perubahan
Tujuan/ Urusan Indikator Kinerja RKPD Tahun 2025 APBED Tahun 2025 APED Tahun 2025 RKPD Tahun 2025
Sasaran Pemerintahan Target Target Target
Daerah/ Program Indikator satuan Kinegrja Anggaran Kinegrja Anggaran Kinegrja Anggaran Anggaran
1) (@) (©) *) () (6) (7) ©) () (19) (11 (12) (13) (14) (15)
pengendalian
penurunan
Muka Tanah
Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Indeks
2. |Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak Pembangunan Indeks 7,93 8,2 8,2 8,2
dan Pemerataan Kesejahteraan Ekonomi Inklusif
21 Tumbuhnya Ekono‘m% dan Sektor Usaha Berbasis|Laju Per.tumbuhan Persen | 4,98-523 5.6-6,4 5.6-6,4 5.6-6,4
Pengalaman dan Nilai Tambah Ekonomi
3 Urusan Pilihan
3.26 Urusan Pemerintahan
i Bidang Pariwisata
Jumlah usaha Usaha
inek pariwisata yang pariwisa| 18735 18735 18735 18735
M'emng atnya . memiliki perizinan ta
minat Program Peningkatan Jumlah peneuniun Dinas
kunjungan 3.26.02 |Daya Tarik Destinasi event pengunjung Orang | 6830166 | 137.129.650.084 | 6830166 166.846.987.905 6830166 | 175.446.562.329 6830166 207.681.202.184 Parekraf
wisatawan ke Pariwisata —
Jakarta Nilai ke.puasan. o
pengunjung objek Nilai 85,65 85,65 85,65 85,65
wisata
Meningkatnya Pengunj
Jumlah Jumlah pengunjun ung
Wisatawan 1 PENSUNJUNE | Lepsite | 8810929 8810929 8810929 8810929
. e-tourism
melalui dan
Penyelenggaraan medsos
Event MICE |5 56.03 [Program Pemasaran 88.712.225.053 112.697.705.458 111.478.567.209 124.407.636.670 Dinas
yang Pariwisata o . Parekraf
. Nilai ketertarikan
Berkualitas dan Kat
Penyebaran masyaraxat Nilai 93,3 93,3 93,3 93,3
) terhadap pariwisata
Informasi
Pariwi DKI Jakarta
ariwisata yang
Tepat Sasaran
Meningkatnya
Usaha Kreatif Program Jumlah
melalui Pengembangan produk/jasa
Pemanfaatan Ekonomi Kreatif ekonomi kreatif Dinas
3.26.04 . . produk 650 52.997.710.128 650 81.393.983.603 650 99.867.677.817 650 153.970.141.787
dan Melalui Pemanfaatan |yang didaftarkan Parekraf
Perlindungan dan Perlindungan Hak [kekayaan
Hak Kekayaan Kekayaan Intelektual |intelektualnya
Intelektual
Meningkatnya p
Usaha Kreatif rogram Jumlah tenaga
melalui Pengembangan kerja pariwisata dan Dinas
3.26.05 |Sumber Daya - . orang 6288 8.753.293.725 6288 6.131.135.602 6288 4.687.641.727 6288 4.707.801.727
Pengembangan . ekonomi kreatif Parekraf
Sumber Daya Pariwisata dan ang tersertifikasi
X ¥ Ekonomi Kreatif yang
Manusia
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Urusan/Bidang s q q Penetapan Pergeseran II Perubahan
Tujuan/ Urusan Indikator Kinerja RKPD Tahun 2025 APBED Tahun 2025 APED Tahun 2025 RKPD Tahun 2025
Sasaran Pemerintahan Target Target Target
Daerah/ Program Indikator satuan Kineria Anggaran Kineria Anggaran Kineria Anggaran Anggaran
1) @) @) *) () (6) (7) @®) () (19) (11 (12) (13) (14) (15)
3.07 Urusan Pemerintahan
) Bidang Pertanian
Tercapainya
Penyediaan dan Program Penyediaan |Persentase
Pengembangan |3.27.02 |dan Pengembangan pemenuhan sarana % 69,2 10.685.408.430 69,2 10.968.178.372 69,2 10.967.472.772 69,2 11.358.496.145 Dinas KPKP
Sarana Sarana Pertanian pertanian
Pertanian
Persentase
Tercapainya prasarana % 60 60 60 60
Penyediaan dan Program Penyediaan |perternakan dalam ?
Pengembangan |[3.27.03 |dan Pengembangan |kondisi baik 20.466.403.683 24.038.089.956 18.866.415.896 18.567.503.291 Dinas KPKP
Prasarana Prasarana Pertanian |Persentase
Pertanian prasarana pertanian % 90 90 90 90
dalam kondisi baik
Persentase
pengendalian
penyakit hewan % 100 100 100 100
menular strategis
Meningkatnya (rabies)
Pengendalian . Persentase
Program Pengendalian .
Kesehatan Kesehatan Hewan dan pengendalian
Hewan dan 3.27.04 Kesehatan kesehatan % 88,6 8.836.946.836 88,6 9.405.736.580 88,6 9.142.443.560 88,6 10.410.901.141 Dinas KPKP
Kesehatan . masyarakat
Masyarakat Veteriner .
Masyarakat veteriner
Veteriner Persentase
penurunan kejadian
dan jumlah kasus % 14,2 14,2 14,2 14,2
penyakit hewan
menular
Persentase
peningkatan
Meningkatnya produksi dan % 3,35 3,35 3,35 3,35
R pemasaran produk
Produksi dan X
Pemasaran Program Penyuluhan pertanian dan
3.27.07 . peternakan 10.689.893.767 10.727.976.305 10.522.384.723 10.350.928.641 Dinas KPKP
Produk Pertanian
. Persentase sumber
Pertanian dan )
Peternakan daya manusia
pertanian yang % 100 100 100 100
meningkat
kapasitasnya
3.30 Urusan Pemerintahan
i Bidang Perdagangan
. Program Stabilisasi Koefisien variasi
Terciptanya Harga Barang harga barang Dinas
stabilitas harga [3.30.04 Kebutuhan Pokok dan [kebutuhan pokok Nilai 14 243.806.232 14 243.619.989 14 243.099.989 14 210.944.117 PPKUKM
barang X
Barang Penting antar waktu
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Urusan/Bidan s q q Penetapan Pergeseran II Perubahan
Tujuan/ Urusan = Indikator Kinerja RKPD Tahun 2025 APBED Tahun 2025 APED Tahun 2025 RKPD Tahun 2025
Sasaran Pemerintahan
Daerah/ Program Indikator satuan I'giar:eg:ita Anggaran I'giar:eg:ita Anggaran I'{riar:eg:ita Anggaran Anggaran
1) @) (©) *) () (6) (7) ©) () (19) (11 (12) (13) (14) (15)
kebutuhan
pokok
Meningkatnya Program
E};;:l;fgfr NON 13 30.05 |Pengembangan ::}g;:fg;:ﬁ;ta USD 12008050560 11.904.175.401 12008050560 11.904.094.269 12008050560 11.900.880.269 12085056000 11.814.270.669 PEI;‘L’S{SM
Ekspor
Jakarta
Persentase
keluhan/temuan % 100 100 100 100
konsumen yang
ditindaklanjuti
Meningkatnya Pers.ent.fatse produk .
Keluhan /temua Program o hasil uji yang sesuai , )
nkonsumen  |3.30.06 |Standardisasidan - syarat mutu SNI o 9524 | 24141032850 | 924 23.962.376.657 9524 | 14.119.240.721 95.24 15.584.093.912 Dinas
yang Perlindungan atgu syarat teknis PPKUKM
ditindaklanjuti Konsumen lainnya
Persentase alat
ukur, alat takar,
alat timbang, dan % 100 100 100 100
alat perlengkapan
ditera ulang
Meningkatnya
pelaku usaha Persentase pelaku
terfasilitasi usaha terfasilitasi
dalam Program Penggunaan |dalam pemasaran Dinas
pemasaran 3.30.07 |dan Pemasaran produk dalam % 56 43.973.729.533 56 51.515.501.188 56 50.965.175.667 56 72.698.360.863
. . PPKUKM
produk dalam Produk Dalam Negeri |negeri yang
negeri yang meningkat
meningkat omsetnya
omsetnya
331 Urusan Pemerintahan
i Bidang Perindustrian
Persentase
. peningkatan omzet | o, 9,503 9,503 9,503 9,503
Meningkatnya industri kecil dan
Omzet Industri Program Perencanaan menengah Dinas
. 3.31.02 |dan Pembangunan 54.894.554.628 86.411.251.877 85.221.002.201 81.581.343.214
Kecil dan Industri Persentase pelaku PPKUKM
Menengah usaha KM yang % 83,72 83,72 83,72 83,72
meningkat
kapasitasnya
Meningkatnya Kesempatan Kerja dan oo
2.2 Adaptabilitas Tenaga Kerja Pengangguran Persen | 5,54-6,40 6,1 6,1 6,1
Terbuka (Agustus)
Urusan Wajib Yang
2 Tidak Berkaitan
dengan Pelayanan
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PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2025

Urusan/Bidang s q q Penetapan Pergeseran II Perubahan
Tujuan/ Urusan Indikator Kinerja RKPD Tahun 2025 APBED Tahun 2025 APED Tahun 2025 RKPD Tahun 2025
Sasaran Pemerintahan Target Target Target
Daerah/ Program Indikator satuan Kineria Anggaran Kineria Anggaran Kineria Anggaran Anggaran
1) @) @) *) () (6) (7) @®) () (19) (11 (12) (13) (14) (15)
Dasar Terkait
Pelayanan Dasar
2.07 Urusan Pemerintahan
i Bidang Tenaga Kerja
Persentase peserta
pelatihan kerja yang
Meningkatnya Program Pelatihan mendapatkan % 90,92 90,92 90,92 90,92
Kompetensi dan |, 7 3 |Kerja dan sertifikat 137.282.418.259 177.977.007.928 171.149.126.927 194.594.772.692 | Dinas TKTE
Produktivitas Produktivitas Tenaga |kompetensi
Tenaga Kerja Kerja Tingkat
produktivitas Rupiah 407764836 407764836 407764836 407748366
tenaga kerja
Persentase tenaga
. kerja formal yang % 93 93 93 93
Tercapainya di
itempatkan
Penempatan Program Penempatan |P t. t
Tenaga Kerja  |2.07.04 & nemp resentase tenaga 32.058.139.398 43.867.355.551 42.701.211.651 42.620.430.811 Dinas TKTE
Formal dan Tenaga Kerja kerja mandiri yang
.. berwira usaha, % 90 90 90 90
Mandiri .
berdaya saing dan
berkelanjutan.
Urusan Pemerintahan
2.17 Bidang Koperasi,
! Usaha Kecil, dan
Menengah
Meningkatnya
kompetensi,
pemahaman dan|
pengetahuan di
bidang . L3 Persentase SDM
perkoperasian Program Pendidikan koperasi van Dinas
bagi 2.17.05 |dan Latihan pe yang % 80 817.661.917 80 817.661.917 80 816.581.917 80 1.366.863.573
X meningkat PPKUKM
pengurus/penge Perkoperasian )
X kapasitasnya
lola koperasi
yang
keanggotaannya
di Provinsi DKI
Jakarta
Persentase
pertumbuhan
. % 4,62 4,62 4,62 4,62
Meningkatnya Program volume usaha
persentase 2.17.06 |[Pemberdayaan dan ~ [LoRErast . 787.883.278 787.883.278 725.979.051 1.473.674.051 Dinas
volume usaha/ Perlind K .|Persentase koperasi PPKUKM
omset koperasi erindungan BOperast)y snvensional yang
. % 0,595 0,595 0,595 0,595
bertransformasi
digital (modern)
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PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2025

Urusan/Bidang s q q Penetapan Pergeseran II Perubahan
Tujuan/ Urusan Indikator Kinerja RKPD Tahun 2025 APBED Tahun 2025 APED Tahun 2025 RKPD Tahun 2025
Sasaran Pemerintahan Target Target Target
Daerah/ Program Indikator satuan Kinegrja Anggaran Kinegrja Anggaran Kinegrja Anggaran Anggaran
1) @) (©) *) () (6) (7) ©) () (19) (11 (12) (13) (14) (15)
Meningkatnya
jumlah pelaku
wirausaha baru Program
Persentase
yang tangguh Pemberdayaan Usaha wirausaha baru Dinas
dan mandiri 2.17.07 |Menengah, Usaha % 3,5 67.961.479.816 3,5 101.096.695.522 3,5 99.415.867.522 3,5 101.114.780.576
. . yang tangguh dan PPKUKM
melalui proses Kecil, dan Usaha andiri
pembinaan Mikro (UMKM)
kewirausahaan
terpadu
Tingkat Kemiskinan | Persen | 3,55-3,85 3,25 3,25 3,25
Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya B (R Koefisie | 0,425-
2.3 |Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Rasio Gini n 0,430 0,41 0,41 0,41
Sosial : T
osia Tingkat Kemiskinan | po ... | 0,83 0,35 0,35 0,35
Ekstrem
Urusan Wajib yang
1 Berkaitan dengan
Pelayanan Dasar
1.06 Urusan Pemerintahan
i Bidang Sosial
Terlaksananya .
p p Rehabilitasi Indeks pencapaian
rosram 1.06.04 | rogram Renablitast |opy; rehabilitasi Indeks 100 353.626.843.929 100 310.821.577.164 100 295.797.215.647 100 304.731.423.669 Dinsos
Rehabilitasi Sosial .
. sosial
Sosial
Persentase pemerlu
Terlaksananya pelayanan
Program Prosram Perlindunean kesejahteraan sosial
Perlindungan 1.06.05 g . ng penerima layanan % 100 863.398.299.450 100 861.577.472.023 100 860.202.903.087 100 864.525.708.648 Dinsos
. dan Jaminan Sosial X
dan Jaminan perlindungan dan
Sosial jaminan sosial yang
tepat sasaran
Terlaksananya .
Program Program Penanganan Indeks pencapaian
& 1.06.06 & g SPM penanganan Indeks 100 26.027.916.633 100 41.700.038.097 100 39.857.598.320 100 43.397.425.776 Dinsos
Penanganan Bencana
bencana
Bencana
Meningkatnya
Layanan Persentase
Penanganan
Pemenuhan
Bencana Program Penanganan |Kebutuhan Dasar Kab. Adm.
Lingkup 1.06.06 g g % 100 212.011.886 100 212.011.545 100 212.011.545 100 212.011.545 Kep. Seribu -
Bencana Korban Bencana :
Kabupaten X Kep. Seribu
L. . Lingkup Kabupaten
Administrasi .. .
Administrasi
Kepulauan
Seribu
Urusan Wajib Yang
2 Tidak Berkaitan
dengan Pelayanan
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PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2025

Urusan/Bidan s q q Penetapan Pergeseran II Perubahan
Tujuan/ Urusan = Indikator Kinerja RKPD Tahun 2025 APBED Tahun 2025 APED Tahun 2025 RKPD Tahun 2025
Sasaran Pemerintahan
Daerah/ Program Indikator satuan I'giar:eg:ita Anggaran I'giar:eg:ita Anggaran I'{riar:eg:ita Anggaran Anggaran
1) @) @) *) () (6) (7) @®) () (19) (11 (12) (13) (14) (15)
Dasar Terkait
Pelayanan Dasar
2.09 Urusan Pemerintahan
) Bidang Pangan
T . Program Peningkatan
ersedianya Diversifikasi dan Persentase
Stok Kebutuhan |2.09.03 Ketahanan Pangan ketersediaan % 100 795.137.291.363 100 826.866.257.018 100 826.847.734.018 100 1.026.923.197.388 Dinas KPKP
Pangan pangan
Masyarakat
Terawasinya
Pangan Segar Program Pengawasan Persentase Pangan
yang Bebas 2.09.05 yang Bebas Bahan % 99,8 2.484.316.951 99,8 2.445.299.554 99,8 2.003.247.564 99,8 1.995.647.444 Dinas KPKP
Keamanan Pangan
Bahan Berbahaya
Berbahaya
Urusan Pemerintahan
2.13 Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Meningkatnya Program
peran lembaga Pemberdayaan Persentase lembaga
kemasyarakatan Lembaga kemasyarakatan
dalam program [2.13.05 |Kemasyarakatan, yang aktif dalam % 95,5 472.576.489.547 95,5 481.179.200.370 95,5 479.042.136.625 95,5 554.577.004.139 Dinas PPAPP
pemberdayaan Lembaga Adat dan pemberdayaan
lembaga Masyarakat Hukum |masyarakat
kemasyarakatan Adat
0.4 Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan|Indeks Daya Saing Indeks 4,01 4,01 4,01 4,01
Kolaborasi Daerah
Urusan Wajib Yang
Tidak Berkaitan
2 dengan Pelayanan
Dasar Terkait
Pelayanan Dasar
Urusan Pemerintahan
2.18 Bidang Penanaman
Modal
Terwujudnya
Pengembangan
Tklim
Penanaman Program . Nilai kemudahan s .
2.18.02 |Pengembangan Iklim |. . Nilai 77,5 5.309.947.694 77,5 5.911.798.530 77,5 5.456.538.844 77,5 5.456.538.844 Dinas PMPTSP
Modal untuk investasi
. Penanaman Modal
Memberikan
Kemudahan
Investasi
Terlaksananya Persentase promosi
Penguatan Program Promosi proyek-proyek di
Kegiatan 2.18.03 DKI Jakarta untuk 100 100 11.378.016.079 100 11.377.966.967 100 10.946.489.357 100 10.727.914.357 Dinas PMPTSP
R Penanaman Modal
Promosi BLUD, BUMD, dan
Penanaman Swasta
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@ PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2025

Urusan/Bidan s q q Penetapan Pergeseran II Perubahan
Tujuan/ Urusan = Indikator Kinerja RKPD Tahun 2025 APBED Tahun 2025 APED Tahun 2025 RKPD Tahun 2025
Sasaran Pemerintahan
Daerah/ Program Indikator satuan I'giar:eg:ita Anggaran I'giar:eg:ita Anggaran I'{riar:eg:ita Anggaran Anggaran
1) @) (©) *) () (6) (7) ©) () (19) (11 (12) (13) (14) (15)
Modal DKI Persentase
Jakarta pengua?an kegiatan % 100 100 100 100
promosi penanaman
modal DKI Jakarta
Terlaksananya Persent};atse jumlah
Pengendalian Program Pengendalian perlusa Ean yang
Pelaksanaan  |2.18.05 |Pelaksanaan eaporkan 50 85 3.959.957.987 85 4.798.771.652 85 3.965.055.523 85 3.965.055.523  |Dinas PMPTSP,
Penanaman Penanaman Modal Laporan Kegiatan
Modal Penanaman Modal
(LKPM)
2.99 Urusan Pemerintahan
) Bidang Kebudayaan
Meningkatnya Persentase Karya
Objek Pemajuan Budaya yang telah
Kebudayaan ditetapkan sebagai
dan Warisan Warisan Budaya
Budaya Tak Program Benda dan Tak
2.22.02 |Pengembangan % 9,43 108.184.880.314 9,43 142.088.501.836 9,43 144.003.127.854 9,43 159.906.789.205 Disbud
Benda yang Benda (WBTB) yang
o1 . Kebudayaan
dilindungi, merupakan
dikembangkan, Intagible Culture
dimanfaatkan Assets menurut
dan dibina UNESCO
Meningkatnya
jumlah objek
cagar budaya Persentase Objek
yang telah diduga Cagar
ditetapkan Program Pelestarian |Budaya yang
dibandingkan 2.22.05 |dan Pengelolaan ditetapkan menjadi % 47,6 6.244.074.436 47,6 5.844.025.168 47,6 4.222.507.182 47,6 4.222.507.182 Disbud
jumlah seluruh Cagar Budaya Cagar Budaya
objek diduga Provinsi DKI
cagar budaya Jakarta
yang ada di DKI
Jakarta
Meningkatkan
Partisipasi Persentase
penduduk usia penduduk usia 10
10 tahun ke Prosram Penselolaan tahun ke atas yang
atas yang 2.22.06 Per;gnuseuma%l mengunjungi % 24,99 56.327.165.433 24,99 92.207.276.145 24,99 86.645.188.184 24,99 86.912.987.092 Disbud
mengunjungi peninggalan sejarah
peninggalan dan museum
bersejarah dan lainnya
museum lainnya
203 Urusan Pemerintahan
i Bidang Perpustakaan
Meningkatnya |, 53 g, |Program Pembinaan [Tingkat % 34,8 76.374.533.438 34,8 89.364.107.092 34,8 84.771.674.865 34,8 94.145.382.757 Dispusip
pemanfaatan Perpustakaan kemanfaatan
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@ PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2025

Urusan/Bidang s q q Penetapan Pergeseran II Perubahan
Tujuan/ Urusan Indikator Kinerja RKPD Tahun 2025 APBED Tahun 2025 APED Tahun 2025 RKPD Tahun 2025
Sasaran Pemerintahan Target Target Target
Daerah/ Program Indikator satuan Kinegrja Anggaran Kinegrja Anggaran Kinegrja Anggaran Anggaran
1) () (©) *) () (6) (7) ©) () (19) (11 (12) (13) (14) (15)
perpustakaan perpustakaan oleh
oleh masyarakat masyarakat
Rasio ketercukupan
koleksi Rasio | 0,067 0,067 0,067 0,067
perpustakaan
dengan penduduk
Rasio ketercukupan
tenaga Rasio | 0,001 0,001 0,001 0,001
perpustakaan
dengan penduduk
Persentase
peningkatan % 12,4 12,4 12,4 12,4
perpustakaan
sesuai standar
Nilai tingkat
kegemaran Nilai 73,21 73,21 73,21 73,21
membaca
Meningkatnya
Layanan Persentase
Perpustakaan Peningkatan
Lingku Program Pembinaan |Kemanfaatan Kab. Adm.
gXup 2.23.02 & % 16,84 1.609.487.742 16,84 1.623.995.571 16,84 1.623.995.571 16,84 1.836.451.942 Kep. Seribu -
Kabupaten Perpustakaan Perpustakaan :
i . X Kep. Seribu
Administrasi Lingkup Kabupaten
Kepulauan Administrasi
Seribu
Tercapainya Pembangunan Manusia Madani LU
3. Pembangunan Indeks 81,99 84,15 84,15 84,15
yang Berkesetaraan
Manusia
Meratanya Kesempatan Pendidikan untuk Indeks Dimensi
3.1 [Semua dan Edukasi terkait Pembelajaran e Tahun 12,18 12,52 12,52 12,52
. Pendidikan
Sepanjang Hayat
Urusan Wajib Yang
1 Berkaitan dengan
Pelayanan Dasar
1.01 Urusan Pemerintahan
i Bidang Pendidikan
Tingkat Penyerapan |Persenta 91,58 92,46 92,46 92,46
Lulusan SMK se
Persentase anak
Meningkatnya usia 5-6 tahun yang|Persenta .
akses pelayanan | 1.01.02 |[Erogram Pengelolaan |0 o 4civasi dalam|  se 100 19 588.502.195.136 | 190 9.491.791.691.322 100 110.500.385.689.490| 100 10.984.389.797.345 Dinas
L 3 Pendidikan L 3 Pendidikan
pendidikan pendidikan PAUD
Jumlah Anak Usia Persenta
7-15 tahun yang e 100 100 100 100
berpartisipasi dalam

V-20




@ PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2025

Urusan/Bidang s q q Penetapan Pergeseran II Perubahan
Tujuan/ Urusan Indikator Kinerja RKPD Tahun 2025 APBED Tahun 2025 APED Tahun 2025 RKPD Tahun 2025
Sasaran Pemerintahan Target Target Target
Daerah/ Program Indikator satuan Kineria Anggaran Kineria Anggaran Kineria Anggaran Anggaran
1) @) (©) *) () (6) (7) ©) () (19) (11 (12) (13) (14) (15)

pendidikan dasar

(APS)

Persegtase guru Persenta 89.6 89.6 89.6 89.6

profesional se

Persentase Satuan Persenta

Pendidikan 82,84 84,04 84,04 84,04

Terakreditasi A se

Persentase siswa
dengan nilai
Asesmen
Kompetensi Nilai 81,95 82,98 82,98 82,98
(Literasi) memenuhi
kompetensi
minimum
Persentase siswa
dengan nilai
Asesmen
Kompetensi
(Numerasi)
memenuhi
kompetensi
minimum
Jumlah Anak Usia
16-18 tahun yang Persenta
berpartisipasi dalam 100 100 100 100
- se
pendidikan
menengah (APS)
Jumlah Anak Usia
4-18 disabilitas Persenta
yang berpartisipasi se 100 100 100 100
dalam pendidikan
khusus (APS)
Jumlah anak usia
7-18 Tahun yang
berpartisipasi dalam|Persenta
pendidikan se
kesetaraan (Paket
A/B/C) (APS)**
Angka Harapan
Hidup
Prevalensi Stunting
(Pendek dan Sangat | Persen 15,8 15,8 15,8 15,8
Pendek) pada Balita

Nilai 65,24 66,27 66,27 66,27

100 100 100 100

Tahun 73,42 75,99 75,99 75,99

Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup

82 Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan

Urusan Wajib Yang
1 Berkaitan dengan
Pelayanan Dasar
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Tujuan/
Sasaran

@)

Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah/ Program

(4)

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2025

Indikator Kinerja

Indikator

satuan

RKPD Tahun 2025

Target
Kinerja

Anggaran

Penetapan

APBD Tahun 2025

Target
Kinerja

Anggaran

Pergeseran II
APBD Tahun 2025

Target
Kinerja

Anggaran

Perubahan

RKPD Tahun 2025

Anggaran

©)

(6)

(7)

(8)

©)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Urusan Pemerintahan
Bidang Kesehatan

Terpenuhinya
Upaya
Kesehatan
Perorangan dan
Upaya
Kesehatan
Masyarakat

1.02.02

Program Pemenuhan
Upaya Kesehatan
Perorangan dan
Upaya Kesehatan
Masyarakat

Persentase
Penerapan Sistem
Informasi
Kesehatan
Terintegrasi

%

100

Persentase Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan Milik
Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta yang
melaksanakan
Farmasi Klinis
Sesuai Standar

%

100

Persentase
Pemenuhan
Kategori Standar
Alat Kesehatan yang
Aman, Mutu,
Selamat dan Laik
Pakai di Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan

%

100

Indeks Keluarga
Sehat (IKS)

Indeks

0,61

Angka Kematian Ibu
(AKI)

Rate

43,56

Angka Kematian
Neonatal (AKN)

Rate

1,29

Persentase
Pemenuhan Standar
Akreditasi Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan Milik
Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta

%

100

Persentase Capaian
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
sesuai target di
SKPD/UKPD
Urusan Kesehatan

%

105

Persentase
Pemenuhan

Layanan Unggulan

%

96,33

2.852.110.564.608

100

100

100

0,61

43,56

1,29

100

100

96,33

2.926.491.287.514

100

100

100

0,61

43,56

1,29

100

100

96,33

2.899.073.508.934

100

100

100

0,61

43,56

1,29

100

100

96,33

3.716.411.729.328

Dinkes
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Penetapan Pergeseran II Perubahan
APBD Tahun 2025 APBD Tahun 2025 RKPD Tahun 2025

Target Target
Kinerja Kinerja Kinerja
1) @) (©) *) () (6) (7) ©) () (19) (11 (12) (13) (14) (15)
di Rumah Sakit
Daerah (RSD)
Persentase
Pemenuhan Standar
Pembangunan,
Rehabilitasi,
dan/atau
Pemeliharaan
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan dan
Fasilitas
Pendukungnya
Persentase
Kepesertaan
Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN)
Persentase
implementasi
hospitality dalam
pelayanan

Rata-rata
persentase
pemenuhan
kebutuhan Sumber
Daya Manusia
Kesehatan (SDMK) % 82,84 82,84 82,84 82,84
di Dinas Kesehatan
Terlaksananya dan Unit Kerja
Peningkatan Program Peningkatan |Dinas Kesehatan
Kapasitas 1.02.03 Kapasitas Sumber sesuai Analisis
Sumberdaya e Daya Manusia Beban Kerja (ABK)
Manusia Kesehatan Persentase
Kesehatan pemenuhan jumlah
dan jenis tenaga
kesehatan sesuai % 100 100 100 100
standar di
Puskesmas
Kecamatan
Persentase
pemenuhan kriteria
penyelenggara
pelatihan bidang
kesehatan berskala
nasional

. Urusan/Bidang Indikator Kinerja RKPD Tahun 2025
Tujuan/ Urusan

Sasaran Pemerintahan Target

Daerah/ Program Indikator satuan Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran

% 100 100 100 100

% 98,56 98,56 98,56 98,56

% 100 100 100 100

1.633.951.873.351 1.619.647.659.833 1.621.109.739.867 1.586.595.655.382 Dinkes

% 70 70 70 70
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Tujuan/
Sasaran

@)

@)

Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah/ Program

(4)

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2025

Indikator Kinerja

Indikator

satuan

RKPD Tahun 2025

Target
Kinerja

Anggaran

Penetapan

APBD Tahun 2025

Target
Kinerja

Anggaran

Pergeseran II
APBD Tahun 2025

Target
Kinerja

Anggaran

Perubahan

RKPD Tahun 2025

Anggaran

©)

(6)

(7)

(8)

©)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Persentase sarana

kefarmasian yang % 50 50 50 50
memenuhi standar
Persentase sarana
alat kesehatan yang
Terpenuhinya memenuhi
Sediaan Program Sediaan ketentuan cara % 50 50 50 50
Farmasi, Alat 1) 5 4 |Farmasi, Alat pengelolaan dan 289.175.494 274.163.454 224.999.864 Dinkes
Kesehatan dan e Kesehatan dan distribusi alat ’ ’ ’ ’ ’ ’
Makanan Makanan Minuman kesehatan yang
Minuman balk
Persentase Tempat
Pengelolaan Pangan
(TPP) yang % 80,3 80,3 80,3 80,3
memenuhi syarat
sesuai standar
Proporsi Upaya
Kesehatan
Bersumber Daya % 94,88 94,88 94,88 94,88
Terlaksananya Program Masyarakat (UKBM)
Pemberdayaan Pe n%ber davaan aktif
Masyarakat 1.02.05 Masyarath Bidang Upaya Kesehatan 4.423.959.923 4.743.860.916 3.082.940.764 2.931.177.250 Dinkes
Bidang Kesehatan Bersumber Daya
Kesehatan Masyarakat (UKBM) Unit 132 132 132 132
melaksanakan
revitalisasi
pelayanan
Urusan Wajib Yang
Tidak Berkaitan
2 dengan Pelayanan
Dasar Terkait
Pelayanan Dasar
Urusan Pemerintahan
2.14 Bidang Pengendalian
’ Penduduk dan
Keluarga Berencana
Persentase
Meningkatnya masyarakat
kesertaan (keluarga) yang
keluarga dalam Program Pembinaan ;Eg?g?;le};o ram
keluarga 2.14.03 |Keluarga Berencana Bangga Ker;cagna % 61,1 5.825.381.595 61,1 15.984.994.263 61,1 14.033.033.015 61,1 12.966.425.685 Dinas PPAPP
berencana dan (KB)
kesehatan dengan cara
reproduksi memperoleh/mende
ngar/melihat
pesan/informasi
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Urusan/Bidan s q q Penetapan Pergeseran II Perubahan
Tujuan/ Urusan = Indikator Kinerja RKPD Tahun 2025 APBED Tahun 2025 APED Tahun 2025 RKPD Tahun 2025
Sasaran Pemerintahan
Daerah/ Program Indikator satuan I'giar:eg:ita Anggaran I'giar:eg:ita Anggaran I'{riar:eg:ita Anggaran Anggaran
1) @) (©) *) () (6) (7) ©) () (19) (11 (12) (13) (14) (15)

Program

Kependudukan,

Keluarga

Berencana, dan

Pembangunan

Keluarga (Bangga

Kencana) melalui

media dan petugas.

Persentase

kebutuhan ber-KB

yang tidak % 11,4 11,4 11,4 11,4

terpenuhi (Unmet

Need)

Angka prevalensi

kontrasepsi modern

(modern % 61,1 61,1 61,1 61,1

Contraceptive

Prevalence Rate/

mCPR)

Kelahira
Age Specific Fertility rllop(fé
Rate (kelompok 12 12 12 12
WUS 15-
umur 15-19 tahun) 19
tahun
Meningkatnya Program
kualitas 2.14.04 |Femberdayaan dan |Median Usia Kawin |}, 22,9 2.907.612.802| 22,9 4.407.115.274 22,9 3.757.341.343 22,9 3.731.993.348 Dinas PPAPP
pembangunan Peningkatan Keluarga |Pertama (MUKP)
keluarga Sejahtera (KS)
Urusan Pemerintahan
2.19 Bidang Kepemudaan
dan Olahraga
Meningkatnya Program Pers.enFase pemuda
Partisipasi aktif Pengembangan hasil binaan yang
d . 2.19.02 . . berprestasi dalam % 50 29.411.369.401 50 31.698.001.646 50 28.907.935.778 50 27.480.405.871 Dispora
an Kapasitas Kapasitas Daya Saing |.".

Pemuda Kepemudaan b}dang yang

ditentukan
Meningkatnya
Prestasi melalui
Pembinaan dan
Pengembangan Program Persentase cabang
Olahraga 2.19.03 |Pengembangan Daya |olahraga yang % 96,3 721.781.487.563 91 864.248.505.137 91 858.451.141.447 91 856.935.328.050 Dispora
Prestasi, Saing Keolahragaan |berprestasi
Penyelenggaraan

Event Olahraga
dan Pemenuhan
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Urusan/Bidang

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2025

Indikator Kinerja

RKPD Tahun 2025

Penetapan

Pergeseran II

Perubahan

Tujuan/ Urusan APBD Tahun 2025 APBD Tahun 2025 RKPD Tahun 2025
Sasaran Pemerintahan Target Target Target
Daerah/ Program Indikator satuan Kinegrja Anggaran Kinegrja Anggaran Kinegrja Anggaran Anggaran
1) @) (©) *) () (6) (7) ©) () (19) (11 (12) (13) (14) (15)
Prasarana dan
Sarana
Meningkatnya
Daya Saing Persentase Cabang
Keolahragaan
Lingkup Program Olahraga yang Kab. Adm.
Kabubaten 2.19.03 |Pengembangan Daya |Berprestasi Lingkup % 85 1.029.831.616 85 1.000.505.299 85 1.000.505.299 85 856.935.328.050 Kep. Seribu -
1P . Saing Keolahragaan |Kabupaten Kep. Seribu
Administrasi L. .
Administrasi
Kepulauan
Seribu
Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan el
3.3 . Jang g Pembangunan Indeks | 95,24 96,4 96,4 96,4
Responsif Gender
Gender
Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, . 83,00-
3.4 dan Kebhinekaan Masyarakat Indeks Demokrasi Indeks 87,30 84,57 84,57 84,57
4 Unsur Pendukung
Urusan Pemerintahan
4.02 Sekretariat DPRD
Meningkatnya
dukungan Program Dukungan Indeks Kepuasan Sekretariat
pelaksanaan 4.02.02 |Pelaksanaan Tugas Layanan Sekretariat| Indeks 4 446.198.738.849 4 538.285.439.803 4 504.301.337.091 4 684.367.968.434
. . DPRD
tugas dan fungsi dan Fungsi DPRD DPRD
DPRD
Unsur Pemerintahan
Umum
Kesatuan Bangsa dan
801 Ipolitik
Meningkatnya
Tingkat Persentase tingkat
Pemahaman pemahaman
Masyarakat Program Penguatan masyarakat terkait
. . |8.01.02 |Ideologi Pancasila dan |. . . % 51,5 19.646.946.950 51,5 21.638.657.333 51,5 21.632.679.581 51,5 22.359.080.155 Bakesbangpol
terkait Ideologi ideologi pancasila
X Karakter Kebangsaan
Pancasila dan dan karakter
Karakter kebangsaan
Kebangsaan
Meningkatnya
Tingkat Program Peningkatan Persentase tingkat
Pemahaman . e pemahaman
Peran Partai Politik .
Masyarakat d b masyarakat terkait
terkait an Lembaga pendidikan politik
Lo 8.01.03 |Pendidikan Melalui : ’ % 51,5 49.038.647.118 51,5 48.484.238.828 51,5 48.145.683.970 51,5 46.811.682.659 Bakesbangpol
Pendidikan 1 o etika dan budaya
o . Pendidikan Politik dan i
Politik, Etika . politik serta
Pengembangan Etika .
dan Budaya Serta Bud Politik peningkatan peran
Politik Serta erta budaya FOUUX [ artai politik
Peningkatan
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Urusan/Bidang s q q Penetapan Pergeseran II Perubahan
Tujuan/ Urusan Indikator Kinerja RKPD Tahun 2025 APBED Tahun 2025 APED Tahun 2025 RKPD Tahun 2025
Sasaran Pemerintahan Target Target Target
Daerah/ Program Indikator satuan Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Anggaran
1) @) (©) *) () (6) (7) ©) () (19) (11 (12) (13) (14) (15)
Peran Partai
Politik
Meningkatnya
Tingkat . Persentase tingkat
Pemahaman Program Pembinaan
Masyarakat dan Pengembangan pemahaman
. 8.01.05 . |masyarakat terkait % 51,5 2.945.061.583 51,5 19.787.411.162 51,5 19.787.411.162 51,5 19.922.673.486 Bakesbangpol
terkait Ketahanan Ekonomi, .
. ketahanan ekonomi,

Ketahanan Sosial, dan Budaya X

. . sosial dan budaya
Ekonomi, Sosial
dan Budaya
Meningkatnya
Tingkat
Pemahaman Program Peningkatan |Persentase tingkat
Masyarakat Kewaspadaan pemahaman
terkait Nasional dan masyarakat terkait
Kewaspadaan 8.01.06 |Peningkatan Kualitas |kewaspadaan dini, % 51,5 9.472.481.927 51,5 675.964.781.294 51,5 675.964.781.294 51,5 675.339.861.415 Bakesbangpol
Dini, dan Fasilitasi penanganan konflik,
Penanganan Penanganan Konflik |dan pemantauan
Konflik, dan Sosial orang asing
Pemantauan
Orang Asing

Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik [Indeks Reformasi

4. dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas |Birokrasi B e 84 84 84
Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Indeks Kepuasan
ol Kemudahan Layanan Masyarakat Masyarakat Indeks 88,7 93,36 93,36 93,36
Urusan Wajib Yang
Tidak Berkaitan
2 dengan Pelayanan

Dasar Terkait

Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan

2.12 Bidang Administrasi
’ Kependudukan dan

Pencatatan Sipil
Peningkatan
Cakupan Persentase cakupan
K ik p Pendaft kepemilikan Di

CPOMLIEANL  15.12.02 [Lo8HaT FERAATATAN 4 okumen % 99 85.760.042.693 99 84.965.883.862 99 83.516.465.950 99 88.399.579.902 nas.

Dokumen Penduduk Dukcapil
Pendaftaran pendaftaran
Penduduk penduduk
gt;kmlrllsgstan Persentase cakupan
Kepemilikan ~ |2.12.03 |Frogram Pencatatan  kepemilikan % 99,8 7.688.311.249 99,8 6.680.701.913 99,8 6.604.956.913 99,8 6.138.417.472 Dinas
Dokumen Sipil dokumen o Dukcapil
Pencatatan Sipil pencatatan sipil
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Urusan/Bidang s q q Penetapan Pergeseran II Perubahan
Tujuan/ Urusan Indikator Kinerja RKPD Tahun 2025 APBED Tahun 2025 APED Tahun 2025 RKPD Tahun 2025
Sasaran Pemerintahan Target Target Target
Daerah/ Program Indikator satuan Kinegrja Anggaran Kinegrja Anggaran Kinegrja Anggaran Anggaran
1) @) @) *) () (6) (7) @®) () (19) (11 (12) (13) (14) (15)
Urusan Pemerintahan
2.18 Bidang Penanaman
Modal
Terlaksananya
Peningkatan
Kualitas Program Pelayanan Persentase
2.18.04 penerbitan izin % 100 146.859.359.389 100 145.472.044.258 100 144.090.251.176 100 143.548.427.098 |Dinas PMPTSP
Pelayanan Penanaman Modal
e tepat waktu
Perizinan dan
non Perizinan
Indeks kepuasan
Terwujudnya layanan pengelolaan
. Program Pengelolaan [sarana prasarana
Peningkatan Data dan Sistem teknologi informasi
Kualitas 2.18.06 . s Indeks 92,29 15.051.746.787 92,29 21.560.243.207 92,29 21.500.311.207 92,29 21.500.311.207 Dinas PMPTSP
Informasi Penanaman [serta sistem data
Pelayanan . .
R Modal dan informasi
berbasis Digital ..
perizinan dan
nonperizinan
Indeks Sistem
Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pemerintahan
e Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas Berbasis Elektronik elEhes 252 N A0 A
(SPBE)
Urusan Wajib Yang
Tidak Berkaitan
2 dengan Pelayanan
Dasar Terkait
Pelayanan Dasar
Urusan Pemerintahan
2.16 Bidang Komunikasi
dan Informatika
Peningkatan
Kualitas Persentase
Layanan Program Pengelolaan pemenuhan layanan
. 2.16.02 |Informasi dan p . % 100 72.974.508.475 100 74.760.216.154 100 73.145.223.373 100 76.184.601.162 Diskominfotik
Informasi dan . . . informasi dan
. . Komunikasi Publik . . .
Komunikasi komunikasi publik
Publik
Peningkatan
Kualitas Jumlah pemenuhan
Pemenuhan Program Pengelolaan |layanan teknologi Perangk
Layanan 2.16.03 grar gelo &y . g at 51 629.387.113.666 51 859.074.150.747 51 852.289.066.648 51 851.056.523.141 Diskominfotik
. Aplikasi Informatika |informatika dan
Teknologi . . Daerah
f komunikasi
Informatika dan
Komunikasi
Predikat
Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Akuntabilitas .
Ao Arsitektur Kinerja Pemerintah Kinerja Instansi aEeliZe e e & e
Pemerintah (AKIP)
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Urusan/Bidang s q q Penetapan Pergeseran II Perubahan
Tujuan/ Urusan Indikator Kinerja RKPD Tahun 2025 APBED Tahun 2025 APED Tahun 2025 RKPD Tahun 2025
Sasaran Pemerintahan Target Target Target
Daerah/ Program Indikator satuan Kinegrja Anggaran Kinegrja Anggaran Kinegrja Anggaran Anggaran
) @) (©) 4) () (6) (7) ©) () (19) (11 (12) (13) (14) (195)
Indeks Survei | 1ges | 80 80 80 80
Penilaian Integritas
4 Unsur Pendukung
Urusan Pemerintahan
4.01 Sekretariat Daerah
Peningkatan
Kualitas
Persentase
Layanan Program Penataan Kerjasama Luar Persenta
Fasilitasi 4.01.02 grarm Jas 100 35.748.560.323 100 36.628.475.897 100 37.510.265.235 100 37.289.192.735 Biro KSD
. Organisasi Negeri yang se
Kerjasama Terimplementasi
Dalam Negeri p
dan Luar Negeri
Peningkatan Indeks Kepuasan
Kualitas Layanan
Layanan Administrasi dan Indeks 4 4 4 4
Administrasi Keuangan
Keuangan Perjalanan Dinas
Perjalanan Program
Dinas dan 4.01.03 |Pemerintahan dan 83.683.386.726 70.100.001.327 53.617.479.304 59.645.781.034 Biro KSD
. Otonomi Daerah Persentase
Peningkatan Kerj Dalam Persenta
Kualitas crjasama a 100 100 100 100
Impl tasi Negeri yang se
plementasi > .
Keri Terimplementasi
erjasama
Dalam Negeri
5 Unsur Penunjang
Urusan Pemerintahan
5.01 Perencanaan
Nilai komponen
perencanaan
pembangunan
lingkup provinsi
pada indeks Nilai 97,22 97,22 97,22 97,22
. kualitas
Terwujudnya
. . perencanaan
integrasi,
. . . Program Perencanaan, |pembangunan
sinkronisasi, Pengendalian dan daerah
dan sinergi 5.01.02 send — 13.122.405.505 20.508.823.571 19.987.172.073 18.670.146.153 Bappeda
Evaluasi Nilai komponen
perencanaan .
Pembangunan Daerah |[pengendalian dan
pembangunan X
lingk - evaluasi
ingkup provinsi
perencanaan
pembangunan pada Nilai 88,46 88,46 88,46 88,46
indeks kualitas
perencanaan
pembangunan
daerah
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Urusan/Bidang s q q Penetapan Pergeseran II Perubahan
Tujuan/ Urusan Indikator Kinerja RKPD Tahun 2025 APBED Tahun 2025 APED Tahun 2025 RKPD Tahun 2025
Sasaran Pemerintahan Target Target Target
Daerah/ Program Indikator satuan Kinegrja Anggaran Kinegrja Anggaran Kinegrja Anggaran Anggaran
1) @) @) *) () (6) (7) @®) () (19) (11 (12) (13) (14) (15)
6 Unsur Pengawasan
Urusan Pemerintahan
6.01 Inspektorat Daerah
Peningkatan Persentase
Kualitas Program penyelesaian TL
6.01.02 |Penyelenggaraan X % 93 144.241.355.200 93 173.246.454.328 93 98.305.661.248 93 97.434.361.248 Inspektorat
Penyelenggaraan LHP internal dan
Pengawasan
Pengawasan eksternal
Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Opini Laporan .
4.4 Transparan dan Akuntabel Keuangan Daerah Qe WTP WTP WTP WTP
4 Unsur Pendukung
Urusan Pemerintahan
4.01 Sekretariat Daerah
Meningkatnya Rata-rata nilai ROE Nilai 9 9 9 9
kualitas kinerja Pertumbuhan Laba
BUMD dan PT Program Bersih Persen 14 14 14 14
Patungan di 4.01.06 |Perekonomian dan 6.670.402.373 8.932.036.741 7.593.979.461 18.715.370.687 BPBUMD
lingkungan Pembangunan Pertumbuhan
Provinsi DKI Pendapatan Usaha Persen 12 12 12 12
Jakarta
Terlaksananya
Perbaikan
Kualitas Program Kebijakan Persentase
Standar 4.01.07 |dan Pelayanan pengadaan % 90 4.334.065.581 90 6.824.072.978 90 6.030.736.766 90 6.000.253.543 BPPBJ
Layanan Pengadaan Barang barang/jasa tepat
Pengadaan dan Jasa waktu
Barang dan
Jasa
5 Unsur Penunjang
Urusan Pemerintahan
5.02 Keuangan
Terwujudnya Persentase akurasi
pengelolaan dan penyelesaian % 100 100 100 100
keuangan dokumen APBD
daerah yang Persentase
1 0,
efektif, 5.02.02 |Program Pengelolaan pengelolaan o 100 11 764.350.113.000 | 190 | 2614464262128 | 100 |2732530381.725| 190 3.376.113.670.410 BPKD
transparan dan Keuangan Daerah pelaksanaan APBD
akuntabel Persentase laporan
sesuai keuangan sesuai
ketentuan yang SAP dan tepat % 100 100 100 100
berlaku ‘waktu
Terselesaikanny Persentas'e
a Penyusunan Program Pengelolaan penyelesaian
. |5.02.03 i penyusunan % 100 2.095.992.000 100 2.293.895.000 100 2.039.964.000 100 1.841.836.000 BPKD
Standar Belanja Barang Milik Daerah
standar harga tepat
tepat waktu waktu
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Urusan/Bidang s q q Penetapan Pergeseran II Perubahan
Tujuan/ Urusan Indikator Kinerja RKPD Tahun 2025 APBED Tahun 2025 APED Tahun 2025 RKPD Tahun 2025
Sasaran Pemerintahan Target Target Target
Daerah/ Program Indikator satuan Kinegrja Anggaran Kinegrja Anggaran Kinegrja Anggaran Anggaran
1) @) (©) *) () (6) (7) ©) () (19) (11 (12) (13) (14) (15)
Persentase % 29,84 29,84 29,84 29,84
pemanfaatan BMD
Terlaksananya Indeks kepatuhan
Pengelolaan X b Indeks 4 4 4 4
BMD Sesuai Program Pengelolaan tertib aset
Dengan 5.02.03 Barang Milik Daerah gerserﬁtase aset 94.227.854.801 115.345.832.243 112.808.161.364 110.109.038.904 BPAD
Ketent v aerah yang
oenuan Tang teridentifikasi dan % 100 100 100 100
Berlaku
tercatat dalam e-
aset
Meningkatnya Persentase realisasi
Pengelolaan dan penerimaan pajak % 100 100 100 100
Optimalisasi |5, (4 |Program Pengelolaan - |dacrah — 260.530.623.689 431.205.169.877 422.614.381.360 419.065.130.631 Bapenda
Penerimaan Pendapatan Daerah Persentase realisasi
Pendapatan penerimaan % 100 100 100 100
Daerah retribusi daerah
4.5 |Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan f, 1op.¢ sistem Merit | Indeks | 335,5 350,5 350,5 350,5
Iklim Kerja Aparatur
5 Unsur Penunjang
Urusan Pemerintahan
5.03 Kepegawaian
Nilai aspek
perencanaan
kebutuhan,
pengadaan, sistem |y 110 110 110 110
informasi serta
perlindungan dan
pelayanan pada
. indeks sistem merit
Peningkatan e ;
Kualit Nilai aspek promosi
Pua ! 1""? b - . |dan mutasi pada Nilai 37,5 37,5 37,5 37,5
engelotaan 5.03.02 [Lro8ram Kepegawalan (;, ek sistem merit 38.077.233.967 43.362.844.755 37.183.267.148 35.795.483.309 BKD
Kepegawaian Daerah —
s Nilai aspek
Berbasis Sistem enpembanean
Merit peng '8 Nilai | 59,53 59,53 59,53 59,53
karir pada indeks
sistem merit
Nilai aspek
manajemen kinerja
serta penggajian, Nilai 112,5 112,5 112,5 112,5
penghargaan dan
disiplin pada indeks
sistem merit

Sumber: Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2025 (diolah)
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5.3 Penyesuaian Rencana Kerja Perangkat
Daerah

Perubahan RKPD menjadi pedoman Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Renja PD). Penyusunan Renja PD dilaksanakan sesuai ketentuan dan tahapan yang
tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mana saat ini berada pada tahap penyusunan
Rancangan Akhir.

Perubahan Renja PD Tahun 2025 berpedoman pada Surat Edaran Gubernur Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0002/SE /2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Adapun rekapitulasi anggaran belanja
indikatif pada Rancangan Renja PD Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 5.2.

Berdasarkan tabel 5.2, Dinas Pendidikan beserta jajarannya memiliki belanja
indikatif tertinggi, yaitu Rp 19.791.536.957.863,- (23,03%) yang di dalamnya memuat
kebutuhan belanja untuk gaji dan tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan,
penyediaan biaya personil peserta didik, dan penyelenggaraan proses belajar bagi peserta
didik. Dinas Kesehatan beserta jajaran menempati urutan kedua yaitu Rp
11.439.477.829.796,- (13,31%) yang mencakup penyediaan pelayanan kesehatan pada
RSUD/RSKD dan seluruh Puskesmas di mana salah satu penyesuaiannya berupa
penambahan tenaga layanan pendamping kesehatan warga dan Jakcare. Dinas
Perhubungan menempati urutan ke-3 yaitu Rp. 8.023.754.820.302,- (9,34%) di mana salah
satu perubahannya berupa penambahan subsidi transportasi yang sangat penting dalam
penanganan isu kemacetan yang selalu menjadi isu utama di Provinsi DKI Jakarta.
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bappeda

Perangkat Daerah

Tabel 5.2

Rekapitulasi Anggaran Belanja Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

RKPD Tahun 2025

Penetapan
APBD Tahun 2025

Pergeseran II
APBD Tahun 2025

Perubahan
RKPD Tahun 2025

Gl Anggaran Pr rsi Gl Anggaran Pr rsi Gt Anggaran Pr rsi Gl Anggaran Pr rsi
Program geara opors Program ggara opors Program ggara opors Program geara opors
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) () (10) (11) (12) (13) (14)

1 Inspektorat 3 349.214.662.054 0,46% 3 432.128.052.861 0,52% 320.750.400.443 0,39% 3 318.634.185.651 0,37%
Badan Kepegawaian Daerah 209.158.460.975 0,28% 260.569.532.423 0,32% 227.835.300.024 0,28% 2 220.947.237.254 0,26%
Badan Kesatuan bangsa dan 156.356.974.255 0,21% 837.430.709.909 1,01% 6 837.080.271.343 1,01% 6 836.103.283.000 0,97%
Politik

4 Badan Pelayanan Pengadaan 2 103.889.631.161 0,14% 2 115.293.253.893 0,14% 2 114.350.142.089 0,14% 2 114.363.981.405 0,13%
Barang/Jasa

5 Badan Pembinaan badan 2 41.657.269.007 0,06% 2 46.636.350.416 0,06% 2 44.467.295.834 0,05% 2 61.476.029.852 0,07%
usaha Milik Daerah

6 Badan Penanggulangan 2 96.958.251.474 0,13% 2 193.091.655.771 0,23% 2 191.390.664.208 0,23% 2 175.415.906.496 0,20%
Bencana Daerah
Badan Pendapatan Daerah 2 1.436.796.445.111 1,90% 2 1.637.361.950.038 1,98% 1.623.331.325.517 1,96% 2 1.611.504.839.421 1,87%
Badan Pengelolaan Aset 2 334.045.651.493 0,44% 2 371.059.842.771 0,45% 365.672.002.917 0,44% 2 362.026.394.845 0,42%
Daerah

9 Badan Pengelolaan Keuangan 3 1.899.884.005.770 2,52% 3 2.760.050.512.739 3,34% 3 2.877.433.540.378 3,48% 3 3.520.663.802.621 4,10%
Daerah

10 Badan Pengembangan 3 142.577.737.103 0,19% 3 134.529.220.965 0,16% 3 133.872.312.331 0,16% 3 121.682.516.756 0,14%
Sumber Daya Manusia

11 Badan Perencanaan 4 200.046.954.485 0,26% 4 250.604.990.333 0,30% 4 243.686.920.743 0,29% 4 235.751.210.519 0,27%
Pembangunan Daerah

12 Dinas Bina Marga 3.114.606.841.538 4,12% 3.592.521.753.311 4,35% 3.397.401.884.111 4,11% 3.394.761.173.440 3,95%

13 Dinas Cipta Karya, Tata 4 1.262.219.457.991 1,67% 4 929.404.160.170 1,12% 4 855.499.189.107 1,03% 4 962.943.246.003 1,12%
Ruang dan Pertanahan

14 Dinas Kebudayaan 4 474.030.775.586 0,63% 4 559.999.919.055 0,68% 4 551.736.062.618 0,67% 4 568.581.454.592 0,66%

15 Dinas Kependudukan dan 391.382.260.797 0,52% 393.691.293.818 0,48% 390.230.222.754 0,47% 385.646.184.645 0,45%
Pencatatan Sipil

16 Dinas Kesehatan 5 10.607.041.735.334 14,05% 5 10.936.674.687.597 13,23% 5 10.895.963.293.003 13,18% 5 11.439.477.829.796 13,31%

17 Dinas Ketahanan Pangan, 14 1.129.251.431.827 1,50% 14 1.192.831.199.172 1,44% 14 1.183.282.666.234 1,43% 14 1.377.497.246.327 1,60%
Kelautan dan Pertanian

18 Dinas Komunikasi, 5 852.191.466.730 1,13% 5 1.125.675.681.484 1,36% 5 1.116.955.427.089 1,35% 5 1.118.671.528.296 1,30%
Informatika dan Statistik

19 Dinas Lingkungan Hidup 8 3.475.943.703.372 4,60% 8 3.800.927.272.668 4,60% 8 3.758.503.287.248 4,55% 8 3.785.762.996.606 4,40%
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Perangkat Daerah

Jumlah

Jumlah

Penetapan
APBD Tahun 2025

Jumlah

Pergeseran II
APBD Tahun 2025

Jumlah

Perubahan
RKPD Tahun 2025

RKPD Tahun 2025

Program Anggaran Proporsi Program Anggaran Proporsi Program Anggaran Proporsi Program Anggaran Proporsi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9 (10) (11) (12) (13) (14)

20 Dinas Pariwisata dan 5 489.014.819.302 0,65% 5 578.119.675.242 0,70% 5 599.938.880.127 0,73% 5 701.126.642.047 0,82%
Ekonomi Kreatif

21 Dinas Pemberdayaan, 11 712.512.068.079 0,94% 11 749.904.025.671 0,91% 11 740.223.907.548 0,90% 11 808.061.868.526 0,94%
Perlindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk

22 Dinas Pemuda dan Olahraga 4 1.100.692.779.715 1,46% 1.258.734.981.400 1,52% 1.243.511.257.259 1,50% 1.256.176.157.654 1,46%

23 Dinas Penanaman Modal dan 822.333.381.965 1,09% 882.077.952.232 1,07% 878.541.913.850 1,06% 881.038.839.023 1,03%
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

24 Dinas Penanggulangan 2 1.288.954.479.535 1,71% 2 1.553.770.586.545 1,88% 2 1.548.161.338.734 1,87% 2 1.556.972.790.719 1,81%
Kebakaran dan Penyelamatan

25 Dinas Pendidikan 17.604.005.565.855 23,31% 18.493.298.285.286 22,37% 19.479.262.354.625 23,56% 19.791.536.957.863 23,03%

26 Dinas Perhubungan 4 6.572.974.051.065 8,70% 4 7.242.090.472.166 8,76% 4 7.278.380.524.202 8,80% 4 8.023.754.820.302 9,34%

27 Dinas Perindustrian, 13 394.867.424.856 0,52% 12 482.783.233.450 0,58% 12 466.769.783.117 0,56% 12 477.720.915.622 0,56%
Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah

28 Dinas Perpustakaan dan 4 261.012.262.534 0,35% 4 321.334.548.872 0,39% 4 308.461.758.003 0,37% 4 327.965.817.207 0,38%
Kearsipan

29 Dinas Pertamanan dan 6 1.561.493.026.034 2,07% 6 1.572.829.827.643 1,90% 6 1.556.276.950.580 1,88% 6 1.605.904.883.295 1,87%
Hutan Kota

30 Dinas Perumahan Rakyat 4 1.502.986.313.857 1,99% 4 1.796.844.362.722 2,17% 4 1.657.631.462.662 2,01% 4 1.644.349.207.154 1,91%
dan Kawasan Permukiman

31 Dinas Sosial 1.638.048.515.379 2,17% 1.681.633.472.510 2,03% 1.628.080.224.528 1,97% 1.648.702.696.080 1,92%

32 Dinas Sumber Daya Air 5.390.381.540.821 7,14% 6.027.906.412.197 7,29% 5.846.234.243.578 7,07% 6.067.488.052.734 7,06%

33 Dinas Tenaga Kerja, 510.499.530.914 0,68% 697.081.999.100 0,84% 683.003.617.246 0,83% 711.229.113.080 0,83%
Transmigrasi, dan Energi

34 Kabupaten Administrasi 16 240.593.735.706 0,32% 15 240.969.170.578 0,29% 15 239.445.082.273 0,29% 15 235.732.325.212 0,27%
Kepulauan Seribu

35 Kota Administrasi Jakarta 5 1.120.531.121.741 1,48% 5 1.120.401.639.592 1,36% 5 1.111.463.521.043 1,34% 5 1.126.038.423.469 1,31%
Barat

36 Kota Administrasi Jakarta 5 850.338.239.219 1,13% 5 881.236.863.945 1,07% 5 873.522.706.086 1,06% 5 885.545.526.365 1,03%
Pusat

37 Kota Administrasi Jakarta 5 1.255.214.562.716 1,66% 5 1.282.355.646.830 1,55% 5 1.271.548.151.762 1,54% 5 1.300.166.558.337 1,51%
Selatan
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bappeda

Perangkat Daerah

RKPD Tahun 2025

Penetapan
APBD Tahun 2025

Pergeseran II
APBD Tahun 2025

Perubahan
RKPD Tahun 2025

:;r;::rl; Anggaran Proporsi :;r;::rl; Anggaran Proporsi :;"::::; Anggaran Proporsi :;r;::rl; Anggaran Proporsi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
38 Kota Administrasi Jakarta 5 1.357.604.063.278 1,80% 5 1.370.258.598.610 1,66% 5 1.358.588.732.431 1,64% 5 1.389.583.564.195 1,62%
Timur
39 Kota Administrasi Jakarta 5 918.344.120.591 1,22% 5 950.764.748.374 1,15% 5 942.516.566.575 1,14% 5 938.908.485.633 1,09%
Utara
40 Satuan Polisi Pamong Praja 1.430.233.306.698 1,89% 1.485.559.841.426 1,80% 1.479.652.068.738 1,79% 1.343.214.016.358 1,56%
41 Sekretariat Daerah 1.428.688.981.545 1,89% 1.414.262.848.648 1,71% 1.384.371.952.100 1,67% 7 1.442.423.956.075 1,68%
42 Sekretariat DPRD 2 785.706.285.753 1,04% 2 1.008.361.385.351 1,22% 2 958.501.070.726 1,16% 2 1.173.475.548.553 1,37%
TOTAL BELANJA 211 75.514.283.893.221 100% 209 82.663.062.617.784 100% 209 82.663.530.275.784 100% 209 85.949.028.213.028 100%

Sumber: Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2025 (diolah)
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